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ABSTRAK

Penerapanasasdanrukunkewarisanterhadaphartabersamayangdimiliki
olehsuami-isterimakaterdapatduahalyangperludiperhatikanyaituselama
suami-isterimasihhidupmakahartayangdimilikiadadalam kekuasaan
merekadanyangdapatdibagisebagaiwarisanadalahhakmiliksuamiatau
isteriyangmeninggalterlebihdahulusetelahbersihdarikepemilikandanhak
oranglain(termasukkepemilikansuamiatauisteriyangmasihhidup).

Adapunrumusanmasalahdalam penelitianadalahbagaimanaanalisis
sengketa waris antara seorang ayah dengan empatorang anak dan
pertimbanganhukum MajelisHakim PengadilanNegeriPekanbarudalam
memutuskanperkaraNomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Penelitianinimenggunakanmetodehukum normativedengancara
mempe-lajariberkas perkara Nomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr,sedangkan
sifatpenelitian iniadalah deskriptifyaitu menggambarsecara jelasdan
terperincitentangpembagianhartawarisyangberasaldarihartabersama
yangdimilikiolehpenggugatdenganalm.RutSiamiisterinyayangtelah
meninggalduniadenganahliwarislainnyasehinggadaripenelitiantersebut
dapatterlihatpersesuaianmaupunpertentanganantaraputusanPengadilan
NegeriPekanbarudenganaturanhukum yangberlaku.

Berdasarkanhasilpenelitiandapatdiketahuibahwaanalisissengketa
warisantaraseorangayahdenganempatoranganakadalahperkaraperdata
yang didaftarkan pada Pengadilan NegeriPekanbaru dengan registrasi
perkaraNo.132/Pdt.G/2017/PN.Pbr,dimanapenggugatadalahsuamidari
Alm RutSiamisedangkanpihaktergugatatdalahanak-anakdariperkawinan
penggugatdenganAlm RutSiami,setelahAlm RutSiamimeninggaldunia
makaharta yang dimilikioleh penggugatdengan Alm RutSiamimenjadi
hartawarisyangberhakdimilikiolehanak-anaknya,penggugatdalam pokok
perkaramendalilkanbahwaterhadaphartabersamaterebutsetelahAlm Rut
SiamimeninggalharusdibagiduakarenadenganmeninggalnyaAlm Rut
Siamisecarahokum perkawinanpenggugattelahberakhirkarenakematian
sehingga penggugatberhakuntukmendapatsetengah bagian dariharta
bersamayangdimilikinamunparatergugatkeberatanuntukmelakukan
pembagian harta tersebutdan tidak mengakuipenggugatsebagaiayah
kandungnya.

Ada pun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr
adalahdalam amarputusannyaPengadilanNegeriPekanbarumemutuskan
bahwahartayangdijadi-kanobjeksengketamerupakanhartabersamayang
haruspenggugatbagisecararatakepadaparatergugatsebagaiahliwarisAlm.
RutSiamikarenasesuaidenganketentuanpasal852KUHPdtbahwaanak-
anakwalaupun dilahirkan dariperkawinan yang berlainan,baiklaki-laki
maupunperempuanmendapatkanbagianyangsama,mewariskepalademi



kepala,lebihlanjutpasal852aKUHPdt“mengenaiwarisanseorangsuamia
tauisteriyangmeninggalterlebihdahulu,siisteriatausuamiyanghidup
terlamadipersamakandenganseoranganakyangsahdarisimeninggal
sehinggabagiannyadisamakandenganseoranganak

ABSTRACT

Theapplicationoftheprincipleandharmonyofinheritancetojoint
propertyownedbyhusbandandwife,therearetwothingsthatneedtobe
considered,namelyaslongasthehusbandandwifearestillalive,theassets
ownedareintheircontrolandwhatcanbedividedasinheritanceisthe
propertyofthehusbandorwifewhodies.firstafterbeingclearedofthe
ownershipandrightsofothers(includingtheownershipofahusbandorwife
whoisstillalive).

Theformulationoftheproblem intheresearchishow toanalyze
inheritance disputes between a fatherand fourchildren and the legal
considerationsofthePekanbaruDistrictCourtJudgesindecidingthecase
Number:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Thisresearchusesthenormativelegalmethodbystudyingthecase
fileNumber:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr,whilethenatureofthisresearchis
descriptive,whichistodraw clearlyandindetailaboutthedistributionof
inheritancefrom jointassetsowned.bytheplaintiffwiththelate.RutSiami,
hiswifewhohaspassedawaywithotherheirs,sothatfrom theresearchit
canbeseenthatthereisamatchorcontradictionbetweenthedecisionof
thePekanbaruDistrictCourtandtheapplicablelegalrules.

Basedontheresultsofthestudy,itcanbeseenthattheanalysisof
inheritance disputes between a fatherand fourchildren is a civilcase
registeredatthePekanbaruDistrictCourtwithcaseregistrationNo.132/
Pdt.G/2017/PN.Pbr,wheretheplaintiffisthehusbandofthelateRutSiami.
whilethedefendantsarethechildrenoftheplaintiff'smarriagetothelateRut
Siami,afterthelateRutSiamidied,thepropertyownedbytheplaintiffwith
thelateRutSiamibecameaninheritancethatwasentitledtobeownedbyhis
children,theplaintiffinthemaincasearguedthatthepropertytogetherafter
thelateRutSiamidied,itmustbedividedintwobecausewiththedeathof
thelateRutSiamilegallytheplaintiff'smarriagehadendedduetodeathso
thattheplaintiffwasentitledtoreceivehalfofthejointassetsownedbutthe
defendantsobjectedtosharingtheassetsanddidnotrecognizetheplaintiff
asbiologicalfather.

AsforthelegalconsiderationsofthePekanbaruDistrictCourtJudges
indecidingthecaseNumber:132/Pdt.G/2017/PN.Pbrisinitsdecisionthe
PekanbaruDistrictCourtdecidedthatthepropertythatistheobjectofthe
dispute is jointproperty thatthe plaintiffmustshare equally to the
defendantsastheheirsoftheAlm.RutSiamibecauseinaccordancewiththe



provisionsofArticle852oftheCriminalCodethatchildren,althoughborn
from differentmarriages,bothmaleandfemalegetthesameshare,inherit
headbyhead,furtherarticle852aKUHPdt"regardingtheinheritanceofa
husbandorwifewhodiedfirst,thewifeorhusbandwhohaslivedthelongest
islikenedtoalegitimatechildofthedeceasedsothattheirshareisequalto
thatofachild.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah

timbulnyaperkawinanyangdapatmenentukansistim kewarisandalam

keluarga,denganadanyaperkawinanmakamuncullahsebuahkeluarga

yangdalam Islam dapatmenentukankedudukandalam sistim kewarisan.

Perpindahan kepemilikan harta atau waris yaitu perubahan atau

perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang

mewariskankepadapihakyangdiwariskansetelahyangbersang-kutan

wafatataumeninggal,yangdijalankanberdasarkanpadahukum Islam,

adat maupun perdata dan proses pewarisan akan terjadisetelah

memenuhihak-hakyangterkaitdenganhartapeninggalanorangyang

mewariskan.

Untuk mengatur persoalan mengenai pewarisan di Indonesia

berpedoman kepada kompilasihukum islam yang memuattentang

ketentuanmewarisibagiumatIslam danKitabUndang-UndangHukum

Perdata buku ke IIpada Bab ke dua belas yang mengaturtentang

ketentuanmewarisibagigolongantimurasing,dalam pelaksanaanhukum

kewarisanterdapatduabentukyaitupelaksanaanhukum kewarisandiluar

Pengadilan Agama dan pelaksanaan hukum kewarisan diPengadilan

Agama.Perbedaandalam sistim warisyangberlakudiIndonesiaberakibat
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kepadaadanyaperbedaandalam metodepembagianhartawarisdimana

dalam sistim warisbaratatauKUHPerdataparaahliwarismemilikibagian

yangsamadalam mewarisihartawaris.

Dalam sistim warisbaratdarihartapeninggalanyangmenjadihak

bagiparaahliwarisdisebutsebagaibagianyangmutlakataudikenal

denganistilahLegitimePortieyaitusesuatubagiandarihartapeninggalan

yang harus diberikan kepada ahliwaris sesuaigaris lurus menurut

ketentuanperundang-undangan,terhadapmanasiyangmeninggaltidak

diperbolehkanmenetapkansesuatu,baikselakupemberianantarayang

masihhidupmaupunselakuwasiat.Pewarisbolehmembuatsuatuwasiat

ataumemberikanhibahkepadaseseorangnamunpembe-riantersebut

tidakbolehmelanggarhakmutlakdariahliwaris,setiappemberianatau

penghibaan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam

pewari-sandapatdilakukanpengurangannyahanyaberdasarkanadanya

tuntutandariahliwarisjikaahliwaristidakmelakukantuntutanmaka

wasiattersebuttetapberlaku.

Ketentuan hukum tentang harta bersama yang didapatdalam

perkawinanmerupakanpersoalanyangsangatbesarpengaruhnyadalam

kehidupanrumah-tanggaapabilaterjadiperceraian,hartabersamasecara

yuridisformaltelahdiaturdalam Pasal35Undang-UndangNo.1Tahun

1974 Tentang Perkawinan,dimana dijelaskan bahwa harta bersama

adalah harta yang diperoleh selama suamiisteriterikatdalam suatu

perkawinan,namundalam praktikperadilanketentuantersebuttidaklah
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mudahdansesederhanaitukarenaterdapatbeberapahalyang tidak

sejalandenganperkembanganhukum dankondisisosialyangberubah-

ubah dalam masyarakatsesuaidengan perkembangan dan kemajuan

zaman.

AbdulManan (2008:103)menyatakan bahwa perubahan dalam

masyarakatterjadidalam berbagaibentukbaikdalam bidangkomunikasi,

informasidan hal-hallainnya yang menyangkutperekonomian seperti

asuransi,pertanggungjawabandanbentuksantunanlainnyayangdapat

dimilikioleh setiap orang,yang kesemua-nya dapatmempengaruhi

perolehanhartabersamadanjugapembagiannyaapabilaterjadisengketa

diPengadilan.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)Pasal119

dinyatakanbahwamulaisaatperkawinandilangsungkansecarahukum

makaberlakulahkesatuanbulatantarakekayaansuamidengankekayaan

isteriselaindinyatakandalam suatuperjanjiankawin,persatuanharta

kekayaanitusepanjangperkawinandilaksanakantidakbolehditiadakan

ataudiubahdengansuatupersetujuanantarasuamidanisteritersebut

tanpaadanyaperjanjiankawinsebagaimanayangdiaturdalam Pasal139-

154KUHPerdata.

Dalam suatuperkawinanyangdilaksanakansecarahukum Negara

jika perkawinan tersebutmenentukan adanya perjanjian kawin maka

haruslahdilak-sanakandalam sebuahaktayangdijadikansebagaibukti

apabilaadasengketatentanghartabawaan.Hukum perkawinanyaitu

aturan hukum yang mengaturtentang perkawinan yang dalam islam
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disebutjugadengannikahsebagaiperbuatanuntukmelakukanakadatau

perjanjianuntukmengikatkandiriantaraseoranglaki-lakidenganseorang

wanitauntukmenghalalkanhubunganantarakeduabelahpihakdengan

dasarsuka rela dan keridhoan,(Soemiyati,1992:8),sedangkan hukum

warismerupakanbagiandarihokum keluargasebabpembagianwaris

berdasarkan pertalian keluarga baik karena hubungan darah maupun

perkawinan,dengandemikianhubunganwasiatdengankeluargajugaerat

terutamahubungandenganhukum warissebabhartayangdiwasiatkan

untukkeluargadiambildarihartapeninggalansipewaris.

Perkawinanpadadasarnyatidakhanyamerupakanhubunganantara

suamidanisteri,artipentingperkawinanbagikehidupanmanusiapada

umumnyamenurutAnshori(2008:212)adalah:

1. Denganmelaksanakanperkawinanyangsahmakaterlaksana

perga-ulanhidupsecaraterhormatdanhalal.

2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu

rumahtanggayangdamai,tenteram dengandisertairasakasih

sayang.

3. Denganmelaksanakanperkawinanyangsahdapatdiharapkan

mem-perolehketurunanyangsahdalam masyrakatsehingga

kelangsunganhidupdalam keluargajadijelasdanbersih.

4. Dengan melaksanakan perkawinan maka timbullah sebuah

keluargayangmerupakanintidarikehidupanbermasyarakat.

5. Dengan melaksanakan perkawinan berartimengikutisunnah
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nabi

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan

perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut

terdaftarsehinggahaliniberartibahwahartabersamaituadalahsemua

harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa

mempersoalkansiapadiantarasuamiatauisteritersebutyangjugabenda

tidakberwujudsepertibendabergerak,bendatidakbergerak,surat-surat

berharga maupun hak dan kewajiban yang ditanggung oleh masing-

masing suamiatauisteri.Dalam pengelolaannyahartabersamatidak

dapatdipergunakansecarabebastanpaadanyaizindaripasanganketika

berceraimakamenurutaturanyangberlakupembagianhartabersama

harusdilakukansecaraadildanmerata.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal37

dikemu-kanbahwahartabersamasuamiisteriapabilaterjadiputusnya

perkawinan baik karena kematian ataupun perceraian maka kepada

masing-masingberhakuntukmendapatsetengahbagiandarihartayang

merakaperolehselamaperkawinan.Berdasarkanhaltersebutbiladilihat

dariputusanperkaraNomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbrdapatdiketahui

bahwadudaataupenggugatdalam perkaratersebutmemilikihaku ntuk

menguasaisebagiandarihartabersamayangdimilikinyabersamaisteri,

sebelum harta tersebutdiwariskan kepada anak-anak yang lahirdari

perkawinantersebutyangberhakuntukmewarisihartamilikisteri.

Adapun duduk perkara No:132/Pdt-G/2017/PN-Pbradalah pihak
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suamidengansuratgugatanyangditerimadandidaftarkanpadatanggal

22Mei2017telahmengajukangugatanbahwapenggugatmelangsungkan

perkawinandenganseorangperempuanbernamaRutSiamipadatanggal

9Pebruari1972,dariperkawinanpenggugatdanalmarhumahRutSiami

telahmemilikiempatoranganakatautergugatdalam perkaraini.Pada

saatmeninggaldunia almarhummah RutSiamimeninggalkan harta

gonoginidenganpenggugatberupahartadian-taranya:

1. Sebidangtanahseluas16.600M2(Enam belasribuenam ratus)

meter persegi sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat

Tanah/Penguasaan Tanah No:593/15/TT/V/2015 tanggal29

Mei2015 atas nama Bedjo Pranoto,yangdikeluarkan oleh

Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei

2015,diketahui oleh Camat Marpoyan Damai No:

31/KMD/VI/2015tanggal8Juni2015,yangterletakdiJalan

Guru,RT.02,RW.15,Kel.Tangkerang Tengah,Kec.Marpoyan

Damai,KotaPekanbaru.

2. Sebidangtanahseluas255M2(Duaratuslimapuluhlima)

meterpersegi,sesuaidenganSuratKeteranganGantiKerugian

No:653/KT/89tanggal28Juli1989atasnamaBedjoPranoto,

yang dikeluarkanolehKantorCamatTampanNo:653/KT/89

tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT.02, RW.02,

Kel.Sidomulyo,Kec.Tampan,KotaPekanbaru.

Sengketapertanahanmerupakan‘sengketayangumumnyatermasuk
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keda-lam ruanglingkupperdatakecualiapabilaterdapatunsurpidanaatau

ruanglingkupranahhukum lainnya,sepertisengketapertanahanterkait

harta waris yang digugat penggugat dalam perkara Nomor

132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.Berkaitan dengan sengketa perdata tersebut

makapenyelesaiannyadapatdilakukandiluarpengadilanatauantarapara

pihaksajadandapatjugadiselesaikanmelaluijalurperadilanapabila

penyelesaianantaraparapihaktidakmenemukantitiktemu,tidaksedikit

perkara pertanahan yang penyelesaiannya berujung melalui badan

peradilan negara dan apabila perkara tersebutdiselesaikan melalui

lembaga peradilan maka tentu akan diselesaikan secara formalyang

memerlukan pembuktian,kepastian hukum terhadap hak atas tanah

menjadi sesuatu yang penting dalam sistim kenegaraan,( Arifin

Bur,2017:128).

PadasaatalmarhummahRutSiamimeninggalduniahartagonogini

antara almarhumah dengan penggugatbelum dibuatkan akte waris

sehinggaparatergugatyangmerupakananakpenggugatmenghalangi

untukmembuataktewaris,dimanapenggugatmencobamengurusdan

membuatakte waris dariRT dan RW,tetapiRT dan RW tidak mau

mengeluarkan surat pengantarnya karena diduga atas permintaan

tergugatI,bahkantergugatItelahmengatakankepadapenggugatbahwa

ia tidak mengakuipenggugat sebagaibapaknya.Penggugat sudah

mencobabermusyawarahtetapitidakadatanggapandariparatergugat,

bahkanmenurutparatergugathartatersebutharusdibagilimatetapi
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penggugattidak mau karena harta warisan hanya bagian hak dari

almarhumah saja yang akan dibagiantara penggugatdengan para

tergugatsebagaiahliwarisalm.RutSiami.

Pertentangan atau perseteruan yang terjadi diantara individu

memilikihubu-nganataukebutuhanatassuatuobjekyangsamayang

karenahukum antarasatudenganlainnyayangberbeda,jikadilihatdari

artisengketayaitupertentanganpadaduapihakataulebihyangberasal

daripersepsiyangberbedamengenaisuatuhakkepemilikan,sengketa

dapatdimaknaisebagaitingkahlakupertentanganpadakeduaorangatau

lebihyangdapatdiberikansanksihukum untuksatudiantarakeduanya

tersebut,LaurensiusArliman,(2018:387).Perselisihanyangterjadiantara

parapihakdalam suatupermasalahanhokum dapatdiselesaikanmelalui

badanperadilandandiluarbadanperadilansepertidalam perkara-perkara

perdatadimanahakim berfungsisebagaipenengahdiantarapenggugat

dengan tergugat,penyelesaian sengketa diluarbadan peradilan dapat

dilakukanmelaluinegosiasi,mediasi,konsiliasidanarbitrase.

Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan mengenai bukti

kepemilikandanasalusultanahyangjadiobjekwarisandalam perkaraini

terbuktibahwa“paraahliwarisbelum melakukanpembagianwarisanalm.

RutSiamitersebutdan berdasarkan Pasal874 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dinyatakan bahwa segalaharta kekayaan orang yang

meninggaldunia adalah kepunyaan sekalian ahliwarisnya menurut

Undang-Undang,sedangkan menurutPasal834 Kitab Undang-Undang
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Hukum Perdatamenyatakanbahwasetiapahliwarisberhakmenuntutdan

memperjuangkanhaknya”danpasal1066ayat2setiapahliwarisdapat

menuntut pembagian harta warisan sekalipun ada larangan untuk

melakukanitu.

BerdasarkanketentuanPasal852KUHPdtmenyatakanbahwaanak-

anakwalaupundilahirkandariperkawinanyangberlainanbaiklaki-laki

maupunperempuanmendapatkanbagianyangsamadanPasal852a

KUHPdtmenyatakanbahwamengenaiwarisanseorangsuamiatauisteri

yangmeninggalterlebihdahulumakasiisteriatausuamiyanghidup

terlamadipersamakandenganseoranganakyangsahdarisimeninggal,

ketentuantersebutmenegaskanbahwabaiksuamiatauisterisebagai

pewaris bagiannya disamakan dengan seorang anak sehingga dapat

diketahuibahwadalam gugatannyapenggugatmendalilkanbahwaharta

yang dijadikan objeksengketaadalah harta gonoginiyang penggugat

dapatbersamaalm.RutSiamidalam pernikahannyasehinggaterhadap

harta tersebutmenurutpenggugatharus dibagiatau dipisah terlebih

dahulusebelum ditetapkansebagaihartawaris.

MajelisHakim PengadilanNegeriPekanbaruberpendapatlainbahwa

“hartayangdijadikanobjeksengketaadalahhartawarisdariAlm.Rut

Siamiyangharusdibagisesuaidenganketentuanhukum perdatayang

berlaku diIndonesia sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pekanbaru memutuskan bahwa bagian yang diterima oleh penggugat

sebagaisuamidipersamakandenganbagiantergugatsebagaianak-anak
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darialm.RutSiamitanpa dilakukannya pembagian terlebih dahulu

terhadaphartabersamayangdimilikipenggugatdenganalm.RutSiami,

berdasarkanhaltersebutpenulistertarikuntukmengetahuibagaimana

analisissengketawarisantaraseorangayahdenganempatoranganak

dalam perkara Nomor :132/Pdt-G/2017/PN-Pbr dan bagaimana

pertimbanganhokum MajelisHakim PengadilanNegeriPekanbarudalam

memutuskanperkaraNomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbrdalam bentukkarya

ilmiah yang berjudul:Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Pekanbaru Dalam Pembagian Harta Waris Antara Duda Sebagai

PenggugatDenganEmpatOrangAnakSebagaiTergugat(StudiPutusan

No:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr).

B. RumusanMasalah

Perbedaanpemahamandalam pembagianwarisyangharusditerima

oleh penggugatdalam perkara tersebutmenimbulkan permasalahan

hukum sehingga penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian

adalah:

1. Bagaimana analisissengketa warisantara seorang ayah dengan

empatoranganakdalam perkaraNomor:132/Pdt-G/2017/PN-Pbr?

2. Bagaimanapertimbanganhukum MajelisHakim PengadilanNegeri

Pekanbarudalam memutuskanperkaraNomor:132/Pdt-G/2017/PN

-Pbr?

C. TujuandanManfaatPenelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk memperoleh
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pengetahuanbarutentangapayangsedangditelitiataupununtukmenguji

kebenaran darisuatu pengetahuan yang sudah ada sehingga dapat

menyelesaikanpemasalahanyangada,penulismelakukanpenelitianini

dengantujuanyaitu:

1. Untuk mengetahuianalisis sengketa waris antara seorang ayah

dengan empat orang anak dalam perkara Nomor :

132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

2. Untukmengetahuipertimbanganhukum MajelisHakim Pengadilan

Negeri Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor :

132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Manfaatdalam suatupenelitianmerupakankeuntunganataupotensi

yang dapatdiperoleh oleh pihak-pihak tertentu daripenelitian yang

dilakukan,adapun dalam penelitian inimanfaatyang dapatdiperoleh

meliputi:

1. Penelitian inibermanfaatmenambah dan memperluas wawasan

penulistentangpengaturanwarisdiIndonesia;

2. Penelitian inisebagaireferensiyang dapat digunakan dalam

penelitianselanjutnya;

3. Memberikan tambahan informasi bagi pihak terkait tentang

permasalahanhokum yangdihadapinya.

D. TinjauanPustaka

Negara Indonsia adalah negara hukum dimana hukum mengatur

segalasendikehidupanbernegaradiIndonesiasehinggaadanyajaminan
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bahwaseluruhtatakehidupanbernegaradilaksanakanberdasarkanaturan

hokum yangberlaku,negaramenjadikanhukum sebagaipanglimayaitu

thesupremacyoflaw,A.V.Deceymemberikankriteriakonseptheruleof

law,(Syafrinaldi,dkk,2014:3):

1. Keharusan adanya supremasiabsolutatau keunggulan dari

hukum untukmembatasikekuasaanpemerintah;

2. Adanyaprinsippersamaandihadapanhukum yangberlakubagi

seluruhanggotamasyarakat;

3. Konstitusibukanlahsumbertetapimerupakankonsekuensidari

hakindividuyangsudahadasejakmanusiadilahirkan.

Indonesiasebagainegarahokum meletakanaturanhukm sebagai

alatuntukmelindungisegalakepentinganrakyatnyatermasukdalam hal

karya intelektualseseorang sepertiteknologi,hokum dan teknologi

memilikihubungan yang sangatdekatbahkan semakin sulituntuk

dipisahkan namun perkembangan teknologi tidak seiring dengan

perkembangan hukum sehingga teknologisulituntuk dijangkau oleh

hukum,padahalteknologimembutuhkanperlindunganhukum.AbdThalib

(2016:253),menyatakan bahwa “ technological divergence among

developingcountriesisincreasingwithtime,especiallynow thatseveral

developingcountriesarewellontheirwaytocatchingup“,perbedaan

teknologidiantaranegara-negaraberkembang tersebuttentunyaharus

diikutidengan perkembangan hukum sehingga perlindungan hukum

terhadappenciptateknologidapatdiberikan.
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Hakkekayaanintelektual(HAKI)adalahhakekslusifyangdiberikan

kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya,yang

secarasederhanamencakuphakcipta,hakpatenmaupunhakmerk.Hak

kekayaanintelektualadalahhakkebendaanyangtidakmemilikiwujud

namun dapat dimanfaatkan secara ekonomi sehingga pemiliknya

mendapatkankeuntungan,keberadaanhakkekayaanintelektualdalam

hubunganantarmanusiadanantarnegaramerupakansesuatuyangtidak

dapatdipungkiridan keberadaannya senantiasa mengikutidinamika

perkembanganmasyarakat,persoalanmengenaihakkekayaanintelektual

menyangkutkepadaaspek-aspekteknologi,industri,sosialdanbudaya

sehingga memerlukan upaya perlindungan hukum bagipemilik karya

intelektualtersebut selain itu “ protection is crucialfor scientific

developmentandtechnologytransferaswellastheeconomicandsosial

welfareofacountryorofacontinent”,(AbdThalib,2012:145).

Pengalihan hakkekayaan intelektualsepertihakciptaatau yang

lazim disebutdengantransferyaituperpindahankepemilikanterhadap

suatuhakyangdalam halinitentangobjekyangdiciptakanseseorang

kepada orang lain,dimana pencipta asalmelepaskan haknya kepada

oranglaindisebabkanoleh:

1. Pewarisan

2. Hibah

3. Wakaf

4. Wasiat
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5. Sebablainyangdibenarkansesuaiundang-undang”.

Pewarisan terhadap hak intelektualseseorang hanya terbatas

kepadahakekonomiataskaryatersebutsedangkanhakmoralterhadap

suatukaryatetapmelekatpadadirisangpemilik,hakkekayaanintelektual

memilikinilaiekonomisyangketikadimilikiseseorangmakasipemilik

akan mendapatkan konsepsipropertyyang dapatdipergunakan untuk

menunjang kehidupannya,pembagian waris terhadap hak kekayaan

intelektualseseorang dilaksanakan sesuaidengan pembagian waris

terhadap benda bergeraklainnya karena yang diwariskan adalah nilai

ekonomidarihakkekayaanintelektualtersebut.

Perkawinan yang terjadiantaraseorang laki-lakidengan seorang

perempuan diIndonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku harus

didaftarkan pada suatu lembaga perkawinan dengan tujuan agar

perkawinantersebutterjaminkeabsahannyadanlegalsecarahokum

sehingga pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut dapat

menjalankan kehidupan rumahtangganya dengan aman dan tentram

secara lahir dan bahtin,Abd Thalib (2008:5). Perkawinan harus

dilaksanakan dengan niatyang tulusuntukhidup saling mengasihani

antarasatudenganlainnyayangmerupakanawaalterwujudnyakeluarga

yang sakinah,perkawinan yang didasariadanya unsure keterpaksaan

tentunyadapatmenimbulkanpermasalahandikemudianhari,akibatdari

suatuperkawinandapatdigolongkankepada:

1. Akibat-akibatyangberkaitandenganhubungansuamiisteri;
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2. Akibatdarikekuasaansuami;

3. Akibatyangadakarenaperkawinantersebutsepertipewarisan.

Aturan hukum yang berkaiatan dengan perkawinan sering juga

disebutdenganaturandalam keluargasebagaiaturanyangmengatur

hubunganhukum antaraseoranglaki-lakisebagaisuamidenganseorang

perempuan sebagaiisteridan keluarganya,hukum keluarga terdiri

beberapabidanghukum yaitu:

1. Hukum perkawinanataumunakahat;

2. Hukum warisataufaraid;

3. Hukum wasiat.

Hukum perkawinanyaituhukum yangmengaturtentangperkawinan,

yangdalam agamaIslam disebutdengannikahyaituperbuatanuntuk

melakukanakadatauperjanjianuntukmengikatkandiriantaraseorang

laki-lakidenganseorangwanitagunamenghalalkanhubungankelamin

diantarakeduanyadengandasarkeridhoandiantarakeduanya,menurut

Anshori(2008:212)hukum perkawinandalam Islam tidakhanyamengatur

tentangtatacarapelaksanaanperkawinantetapijugamengaturtentang

hakdankewajibansuamimaupunisteri,pengaturanhartakekayaandalam

perkawinansertatatacarayangberkaitandenganputusnyaperkawinan

danlainsebagainya.Perkawinanpadadasarnyaditujukanuntukselama-

lamanya namun ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan

perkawinantidakdapatditeruskansehinggaharusdiputuskanditengah

jalanatauterjadinyaperceraiandiantarasuamiisteritersebut.
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Perkawinan sebagailembaga formalyang melegimitasipria dan

wanita untuk dapathidup bersama dalam sebuah keluarga,menurut

ketentuanyangberlakusuatupernikahandianggapsahapabilatercatat

padaKUAataukantorcatatansipilditempatdomisilipasangantersebut,

adapuntujuanpencatatanperkawinanmerupakandasarhukum atashak-

hak dan kewajiban dalam keluarga selain itu juga merupakan upaya

perlindunganterhadapisterimaupunanakdalam memperolehhak-hak

keluargasepertihakwarisdanlainsebagainya,Nurhadi,(2018:415).Harta

bendadalam perkawinandiaturdalam BabkeVIIUndang-UndangNo.1

Tahun1974Pasal35sampaidenganPasal37yangdimaksudkanuntuk

menjagahartayangmenjadihakkeduabelahpihakdemikemaslahatan

keduanya,lebihlanjutdinyatakanbahwaapabilaperkawinanputusmaka

hartabersamatersebutdiaturmenuruthukumyamasing-masing.

Warisan adalah perkara yang penting bagikehidupan manusia

meskipun penting perihalwaris sering menimbulkan permasalahan

sehinggatidakheranbanyakorangyangputuspersaudaraanyakarena

permasalahanwarisan,permasalahanutamadalam warisadalahkarena

perbedaanpendapatmengenaikesetaraandankeadilandalam pembagian

warisan.Hukum warissebagaihukum yangmengaturtentangkedudukan

hartakekayaanseseorangsetelahpewarismeninggalduniadancara-cara

perpindahanhartakekayaanitukepadaoranglainatauahliwaris,(Ahmad

Azhar,1990:6),berdasarkanInstruksiPresidenNo.1Tahun1991defenisi

hukum warisadalahhukum yangmengaturpemindahanhakkepemilikan
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hartapeningga-lanpewaris,(Ash-Shabuniy,1995:56).Unsur-unsurdalam

hukum warisadalah:

1. Pewaris adalah orang yang meninggaldunia atau yang

memberikan warisan,pada umumnya pewaris melimpahkan

hartamaupunkewaji-banatauhutangkepadaoranglainatau

ahliwaris;

2. Ahliwarisadalahorangyangmenerimawarisanyangdiberihak

secarahukum untukmenerimahartawarisdankewajibanatau

hutangyangditinggalkanolehpewaris;

3. Hartawarisanadalahsegalasesuatuyangdiberikankepada

ahliwarisyangdimilikiolehpewarisbaikberupahartadan

kewajiban/hutang.

Hukum warissebagaiaturanyangmengaturhartakekayaanserta

kedudu-kannyasetelahpewarismeninggaldunia,pentingnyahukum waris

adalahsebagaialatpengambilkeputusanketikahasilmusyawarahtidak

menemukan kesepa-katan,jenis hukum waris diIndonesia,(Hilman

Adikusuma,2003:7)yaitu:

1. Hukum warisadat;

2. Hukum warisislam;

3. Hukum warisperdata.

Pada zaman dahulu ketika hukum adatatau hukum tradisional

masyarakatsebagaisatu-satunyadasarhukum yangmengaturkehidupan

bermasyarakat,tidakadakewajibanbagimasyarakatuntukmendaftarkan
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hakkepemilikanatastanahataupunhakperseoranganlainnya,ArifinBur

(2017:127),halinidikarenakan pada dasarnya hukum adatbercorak

sederhanayanglahirdarikehidupanmasyarakatyangsederhanapula,

kesederhanaanhukum adatsebagaiakibatdarikehidupanmasyarakat

yangsederhanamempersempitruanggeraksehinggapermasalahanyang

timbulterkaithakkepemilikanatastanahjugatidakbanyakdanserumit

saatini,tanpamemilikisurattanahsetiaporangmengetahuikepemilikan

tanahpadadaerahmasing-masing.

Hukum waris perdata merupakan hukum waris yang menganut

sistim suratwasiatyangdibuatolehpewariskepadaahliwaris,hukum

warisperdatadijalaniolehmasyarakatIndonesiasecaraumum yangtidak

terikatdengan hukum adatdan biasanya warisan diberikan kepada

keluargaataukerabatataubisajadidiberikankepadapihaklain,hukum

warisperdatadilindungidandiaturdalam KUHPerdataPasal830dan

Pasal832yangmenyatakanbahwahartawarisanbisadiwariskankepada

pihaklainbilaterjadisuatukematiandanyangmendapatahliwarisadalah

orangyangmemilikihubungandarahdenganpewaris.

Hukum warisperdatamenganutsistim individualdimanasetiapahli

warismendapatkan harta warisan menurutbagiannya masing-masing,

(Salim H.S,2014:139),dalam hukum warisperdataadaduacarauntuk

mewariskanyaitu:

1. Mewariskan berdasarkan Undang-Undang atau abistentato

sedangkanahliwarisnyadisebutab-instaat.
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2. Mewariskanberdasarkansuratwasiatyaituberupapernyataan

seseorangtentanghartayangdimilikinyasetelahsipewaris

meninggaldunia,yangolehsipembuatnyadapatdiubahatau

dicabutkembaliselamapewarismasihhidup.

AhliwarisberdasarkanUndang-Undangadalahorangyangberhak

untukmenerimawarisansebagaimanayangditentukandalam Undang-

Undangyangberlakudanberhakmenerimahartawarissamabesarantara

satudenganlainnyasertatidakadaperbedaandiantaramereka,Pasal832

KUHPerdatamenyatakanbahwaorang-orangyangberhakmenjadiahli

waristerdiridari:

1. Parakeluargasedarahbaiksahmaupunluarkawin;

2. Suamiatauisteriyanghidupterlama.

Dalam KUHPerdatajugaditetapkanbahwatidaksemuaahliwaris

berhakuntukmendapatkanwaris,adapunorang-orangyangtidakberhak

untukmenda-patkanwarisadalah:

1. Merekayangdihukum karenadipersalahkantelahmembunuh

ataumencobamembunuhataupunmelakukanpenganiayaan

beratterhadapsipewaris

2. Merekadenganputusanhakim pernahdipersalahkankarena

memfitnatelahmengajukanpengaduanterhadapsipewaris

yangtelahmela-kukankejahatandenganancamanhukuman

penjaraselamalimatahunatauhukumanyanglebihberatdari

itu
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3. Merekadengankekerasanataudenganperbuatanyangtidak

mencegah sipewarisuntukmembuatatau mencabutsurat

wasiatnya

4. Merekayangtelahmenggelapkan,merusakataumemalsukan

suratwasiatsipewaris.

Hukum warisdalam Islam memandangbahwaterjadinyaperalihan

harta waris hanya semata-mata disebabkan adanya kematian darisi

pewaris,denganperkataanlainhartaseseorangitutidakdapatberalih

dengancarapewarisansekiranyaorangyangmemilikihartaitumasih

hidupmeskipunorangitumemilikikewenanganuntukmengaturhartanya,

jikasipemilikhartameninggalmakahartayangdimilikinyaakanberalih

kepada kerabatnya sesuaidengan bagian yang telah ditetapkan oleh

karenanyadalam Islam tidakdikenaldenganperalihanhartawarissecara

ab-intestatomaupunsecaratestament.

Hukum warisdalam Islam merupakanbagiandarihukum keluarga

yangmemegangperananpenting,dalam bukukeIIKompilasiHukum

Islam tentanghukum kewarisandinyatakanbahwa“hukum warisadalah

hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

peninggalanwaris,menentukansiapa-siapayangberhakuntukmenjadi

ahliwarissertabagianmasing-masing”,Anshori(2008:223).Hukum waris

adalah“sangateratkaitannyadenganruanglingkupkehidupanmanusia

karena setiap manusia akan mengalamiperistiwa yang merupakan

peristiwahukum berupakematian,apabilaadasuatuperistiwahukum
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makaakantimbulakibathukum termasukdalam peristiwahukum berupa

kematian yang dapatmenimbulkan akibathukum tentang bagaimana

pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah

meninggaldunia”.

Hukum warisdalam Islam mempunyaiprinsip-prinsipyangdapat

disimpul-kansebagaiberikut,(AhmadAzhar,1990:11):

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara

memberikan kebebasan kepada seseorang untuk

memindahkanhartapeninggalandenganjalanwasiatkepada

orangyangdikehendakinya;

2. Warisanadalahketetapanhukum sehinggayangmewariskan

tidak dapatmenghalangiahliwaris darihaknya atas harta

warisantersebut;

3. Warisanterbataspadalingkungankeluargakarenahubungan

perka-winanataukarenahubunganketurunanyangsah;

4. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagiharta

warisankepadasebanyakmungkinahliwaris;

5. Hukum waristidakmembedakanhakanakatashartawaris

orangtua”.

Adapuntujuandaripengaturanhartawarisadalahuntukmenghindari

adanyapersengketaanataupunperselisihanmengenaihartayangtelah

ditinggal-kanolehorangyangtelahmeninggal,denganpengaturanharta

warismakatidakakanadapihak-pihakatauorangyangmerasapaling
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berhakdalam menguasaihartawarisyangtelahditinggalkan,pembagian

hartawarisyangbijaksanamembutuhkanketelitian,kesabarandankehati-

hatiansesuaidenganaturanhukum yangberlakuolehkarenanyadalam

pembagianhartawarisdiperlukanperananNotarisdanahli,baiksecara

agamamaupunsecaraperdata.

E. KonsepOperasional

Konsepoperasionaladalahsuatukonsepyangbersifatabstrakyang

memudahkanpenelitidalam melakukanpenelitianataupundapatdiartikan

sebagaipedomandalam melakukanpenelitianyangdalam penelitianini

meliputi:

Analisisadalahpenyelidikanmasalahyangdilihatdarisegihukum,

dalam haliniadalahpenyelidikanterhadapputusanpengadilannegeri

Pekanbaruyangmemutuskantentangsengketawarisantaraanakdengan

bapakkandungnyadenganobjeksengketaadalahhartayangdiperoleh

penggugatdenganalm.istrinyaatauibukandungparatergugat.

Putusanadalahpernyataanhakim yangdituangkandalam bentuk

tertulisdandiucapkanolehhakim dalam sidangterbukauntukumum

sebagaihasildaripemeriksaanperkara,(https://www.dictio.id,diakses9

Maret2019,14:15).

Hakim adalahpejabatperadilannegarayangdiberikanwewenang
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oleh Undang-Undang untuk mengadili atau melakukan kekuasaan

kehakiman,(https//jurnal.untagsmg.ac.id,diakses9Maret2019,14:20).

Pengadilan NegeriPekanbaru adalah lembaga peradilan dibawah

Mahka-mahAgungyangmenjalanikekuasaankehakiman,didirikantahun

1959denganS.KMenteriKehakimanNo.J.K.2/44/21danterletakdiJalan

TerataiPekanbaru.

Harta waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang

meninggalbaikberupauangataumaterilainnyayangdibenarkanoleh

Undang-Undanguntukdiwariskankepadaahliwarisnya.

Penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui

pengadilan karena merasa haknya dilanggaratau diambilorang lain

maupunkarenaadanyapermasalahandenganpihaklainyangdianggap

merugikandirinya,dalam haliniadalahseorangbapakataududayang

merasadirugikankarenahartabersamayangdimilikinyadenganisteri

yangtelahmeninggaltidakdapatdiwarisi.

Tergugatadalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena

dirasatelahmelangggarhakpenggugatatauorangyangdituntutuntuk

mengembalikankeadilanberkaitandenganhak-hakoranglain,dalam hal

iniadalahanak-anakdaripenggugatsebagaiahliwarisdarialm.RutSiami

isteripenggugat.

Putusan Nomor : 132/Pdt-G/2017/PN-Pbr adalah putusan

Pengadilan NegeriPekanbaru pada tinggkatpertama yang mengadili

sengketa waris antara bapak/ duda dengan anak-anaknya sebagai
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tergugatpadaPengadilanNegeriPekanbaru.

F. MetodePenelitian

Untuklebihmempermudahpenelitianmakapenulismenggunakan

metodepenelitiansebagaiberikut:

1. Jenisdansifatpenelitian

Dilihatdarijenisnya penelitian inidigolongkan kepada penelitian

hukum normatifyaitupenelitiandengancaramempelajariputusanperkara

Nomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr,sedangkan sifatdaripenelitian ini

adalahdeskriptifanalitisyaitusuatupenelitianyangmemberikandata

setelitimungkintentangkeadaanataugejala-gejalayangdapatmembantu

memperkuatteori-teorilamaataudalam rangkamenyusunteori-teoribaru.

2. DatadanSumberData

a. datahukum primeradalahdatadarisumberutamapenelitian

berupaberkasputusanperkaraNomor:132/Pdt-G/2017/PN-

Pbr;

b. datahukum sekunderyaitudatahukum yangmempunyaifungsi

menambah,memperkuatdanmemberikanpenjelasanterhadap

bahanhukum primersepertibuku-bukuliteraturdanundang-

undangan;

c. datahukum tersieryaitudata-datanonhukum yangmenjadi

pertimbangan tertentu dan sangatdiperlukan dalam suatu

penelitian hukum sepertijurnal,mahkamah dan karya ilmia

lainnya.
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3. AnalisisData

Data yang penulis peroleh dari putusan perkara akan

diidentifikasikan sesuaidengan rumusan masalah,selanjutnya data

tersebutakandiolahdandisajikandalam bentukuraiankalimatyangjelas

danterperincisetelahdianalisissecarakualitatifyaituanalisisdengan

caramenggambarkanpermasalahanyangadakemudiandibandingkan

antara data dengan peraturan perundang-undangan maupun pendapat

paraahlihukum.

4. MetodePenarikanKesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam

penelitianiniadalahmetodeinduktifyaitupenarikansuatukesimpulan

dalam penelitiandarihal-halyangbersifatkhususmengenaihukum waris

kepada hal-halyang bersifatumum tentang hukum perkawinan yang

berlakudiIndonesia.

BAB II

TINJAUANUMUM

A. TinjauanUmum PerkaraPerdataNomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.
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Badanperadilandalam istilahbahasaInggrisdisebutJudiciarydan

Rechspraakdalam bahasaBelandayangmerupakan“segalasesuatuyang

berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan

keadilan”.Penggunaanistilahperadilan(rechtspraak/judiciary)menunjuk

kepada prosesuntukmemberikan keadilan dalam rangka menegakan

hukum (hetrechtspreken),sedangkanpengadilanditujukankepadabadan

atauwadahyangmemberikanperadilansehinggadapatdifahamibahwa

pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang

menyelenggarakanperadilan,SjachranBasah(1995:9).

PengertianperadilanmenurutSjachranBasahadalahsegalasesuatu

yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan

menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan

menggunakancaraproseduralyangditetapkanolehhukum secaraformal,

peradilanumum adalahlingkunganperadilandibawahMahkamahAgung

yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagirakyatpencarikeadilan

padaumumnyayangmeliputi:

1. Pengadilan Negeriberkedudukan diIbukotaKabupaten/Kota

dengandaerahhukum meliputiwilayahKabupaten/Kotadan

pengadilan khusus lainnya seperti Pengadilan Hubungan

Industrial,PengadilanTindakPidanaKorupsi,danPengadilan

anak.

2 Pengadilan Tinggiyang berkedudukan diIbukota Provinsi
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dengandaerahhukum meliputiwilayahprovinsi.

1. PengadilanNegeriPekanbaruPerkaraPerdataNo.132/Pdt.G/2017.

Padatanggal22Mei2017penggugattelahmengajukangugatan

terhadap para tergugat yang merupakan anak kandungnya dari

perkawinandenganseorangperempuanbernamaRutSiami,yangditerima

dandidaftarkandiKepaniteraanPengadilanNegeriPekanbarudengan

register perkara No.132/Pdt.G/2017/PN.Pbr dengan pokok perkara

dimana penggugat melangsungkan perkawinan dengan perempuan

bernamaRutSiamipadatanggal9Pebruari1972sesuaidenganAkta

Perkawinan No.19/1972/tanggal9 Pebruari1972,dariperkawinan

tersebutmereka memilikianak empatorang yang bernama Daniel

Setyanto,DinaDwihastuti,YohanesMaryonodanEsterKrisnawatidan

padasaatalmarhumahRutSiamimeninggaldunia,keduaorangtuanya

sudahmeninggal.PadasaatmeninggalduniaalmarhummahRutSiami

telahmeninggalkanhartagonoginidenganpenggugatberupahartayaitu:

1. Tanah seluas 16.600 meterpersegisesuaidengan Surat

KeteranganRiwayatPenguasaanTanahNo:593/15/TT/V/2015

tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo Pranoto,yang

dikeluarkanolehKantorLurahTangkerangTengahtanggal26

Mei 2015, diketahui oleh Camat Marpoyan Damai No:

31/KMD/VI/2015 tanggal8 Juni2015,terletak diRT.02,

RW.15,Kec.MarpoyanDamai,KotaPekanbaru;

2. Tanah seluas 255 meterpersegisesuaidengan SKGR No:
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653/KT/89tanggal28Juli1989atasnamaBedjoPranoto,yang

dikeluarkanolehKantorCamatTampanNo:653/KT/89tanggal

28 Juli 1989, terletak di RT.02, RW.02, Kel.Sidomulyo,

Kec.Tampan,KotaPekanbaru;

3. Tanah seluas 255 meter persegi sesuai dengan Surat

KeteranganGantiKerugianNo:591/035-KT/X/1996tanggal25

Oktober1996atasnamaBedjoPranoto,yangdikeluarkanoleh

KantorCamatTampanNo:591/035-KT/X/1996,yangterletakdi

RT.02,RW.02,Kel.Sidomulyo,Kec.Tampan,KotaPekanbaru;

4. Tanahukuran:Utara187meter,Timur140meter,Selatan225

meter,Barat84metersesuaidenganSuratAktaJualBeliNo:

4495/SH/1985tanggal26Desember1985atasnamaBedjo

Pranoto,yangdikeluarkanolehKantorCamatSiakHulutanggal

26Desember1985,yangterletakdiDesaSidomulyo,Kec.Siak

Hulu,Kab.Kampar;

5. Tanahukuran135meterX110meter,sesuaidenganSuratAkta

JualBeliNo.510/SH/1976yangdikeluarkanolehCamatSiak

Hulutanggal26Desember1976atasnamaBedjoPranoto,yang

terletakdiDesaSimpangTiga,Kec.SiakHulu,Kab,Kampar;

6. Tanahseluas12.656meterpersegi,sesuaidenganSertipikat

HakMilikNo.2521atasnamaBedjoPranoto,yangdikeluarkan

olehKantorPertanahanKotaPekanbarutanggal4Mei1996,

yang terletak diJalan Tutwuri,Sidomulyo Timur,Marpoyan
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Damai,Pekanbaru”.

HartagonoginiantaraAlm.RutSiamidenganPenggugattersebut

diatasbelum dibuatkanaktewarissebelum alm RutSiamimeninggaldan

paratergugatmenghalangimembuatAktewaris,dimanapenggugattelah

mencobamengurusmembuataktewarisdariRTdanRW tetapiRTdan

RW tersebuttidakmaumengeluarkansuratpengantarnyakarenadiduga

ataspermintaanTergugatI,bahkanTergugatItelahmengatakankepada

penggugatbahwa ia tidak mengakuipenggugatsebagaibapaknya,

penggugatsudah mencoba untuk musyawarah akan tetapitidak ada

tanggapandariparatergugatbahkanparatergugatmenyatakanbahwa

harta tersebutharus dibagilima,penggugattidak mau karena harta

warisanhanyabagianhakdariAlmarhumahsajayangakandibagiantara

penggugat dengan para tergugat sebagaiahliwaris almarhumah.

Penggugatberkeinginanmenjualhartawaristersebutselagipenggugat

masihhidupmengingathakwarispenggugatakanhilangjikameninggal

duniaapalagipenggugatsudahtua,penggugatbermaksudmenyelesaikan

penetapan dan pembagian harta warisan melaluiPengadilan Negeri

Pekanbaru sesuaidengan ketentuan undang-undang dan hukum yang

berlaku.

Berdasarkan uraian dalil-dalilgugatan penggugat diatas maka

denganinipenggugatmohonkepadaMajelisHakim PengadilanNegeri

Pekanbaruyangterhormatyangmemeriksadanmengadiliperkaraaquo

memberikan putusan yang amarnya sebagaiberikut,(lihatreferensi
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putusan):

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk

seluruhnya;

2. MenetapkanahliwarisAlm.RutSiamiadalahBedjoPranoto,

DanielSetyanto,DinaDwihastuti,YohanesMaryonoDanEster

Krisnawati;

3. Menetapkanhartagonoginialm.RutSiamidenganpenggugat

berupatanahsebagaimanayangtelahdiuraikandalam pokok

gugatan;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahliwarisalm.menurut

hukum perdataataumenurutketentuanUndang-undangyang

berlaku;

5. Menghukum para tergugat untuk membagiharta bagian

almarhumahsesuaidenganbagianmasing-masing;

6. Memerintahkankepadaparatergugatuntukmembayarbiaya

perkarasecaratanggungrenteng.

Berdasarkanpenetapanharipersidangansebagaimanayangtelah

ditetapkan oleh Pengadilan NegeriPekanbaru,penggugattelah hadir

dengan mewakilisegala kepentingannya kepada kuasa hukum yang

ditunjuksementaraparatergugattidakmenghadiripersidangankecuali

tergugatIIIyang datang sendiritanpadidampingioleh kuasahukum.

TergugatI,II,danIVtidakpernahdatangmenghadapataupunmenyuruh

orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil
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denganpatut,selanjutnyasesuaidenganPERMANo.1Tahun2016maka

MajelisHakim PengadilanNegeriPekanbarumenyampaikankepadapara

pihak untuk terlebih dahulu melakukan mediasinamun karena pihak

tergugattidakbersediauntukmenghadiripersidangan walaupuntelah

dipanggilsecarapatutmakamediasiinidinilaigagal.

Dalam persidanganatasgugatanpenggugattersebuttergugatIII

dipersida-nganmenyatakantidakakanmengajukanjawabandanmohon

persidangandilan-jutkan,untukmendukungdalil-dalilgugatannyamaka

penggugatdalam persida-ngantelahmengajukanbukti-buktisurattentang

kepemilikantanahyangdijadikanobjeksengketayangmasing-masing

telah dicocokkan sesuaidengan aslinyadan bermeteraicukup,selain

mengajukan buktisuratpenggugatjuga mengajukan saksi-saksiyang

telahmemberikanketerangandibawahsumpahyaitusaksiSiliPamuji

Suprianto,saksiM.Kadis dan SaksiSyahrilPurba yang keterangan

selengkapnyatertuangdalam beritaacarapersidangan.

Gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas

mengenaimasalah pembagian waris antara penggugatdengan para

tergugatterhadap harta yang dijadikan objeksengketa,dimana harta

tersebutadalahhartagonoginidariperkawinanpenggugatdenganalm.

RutSiamiyangbelum dibagikepadaparaahliwarisdanbelum dibuatkan

akta waris.Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara inidalam

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa untuk itu akan

dipertimbangkanapakahpositaataufaktahukum (rechtsfeiten)sebagai
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hal-halyangrelevanitumembenarkanataumendukungtuntutan(petitum)

sehinggagugatanditerima,danselanjutnyaapakahtelahcukupdiajukan

gambaranmengenaifaktahukum (rechtsfeiten)yangmenyokongatau

membenarkanpetitum sehinggagugatandapatdikabulkan,positayang

diajukan pada pokoknya relevan dan membenarkan atau mendukung

tuntutansehinggadalam konteksinigugatantersebutdapatditerima,

selanjutnyaakandipertimbangkansejauhmanatuntutan(petitum)yang

dapatdikabulkan serta yang ditolakkarena tidakdidukung gambaran

mengenaifaktahukum (rechtsfeiten).

Berdasarkan daribuktisuratdapatdiketahuibahwa penggugat

adalahsuamiyangsahdarialm.RutSiamidandarihasilperkawinan

tersebutmerekatelahdikaruniaiempatoranganakyakniDanielSetyanto,

DinaDwihastuti,YohanesMaryonodanEsterKrisnawati(paratergugat),

berdasarkanuraianpertimbangantersebutpetitum penggugatpadapoint

kedualayakuntukdikabulkanolehkarenatelahnyataterbuktibahwa

hubunganantarapenggugatdenganparatergugatadalahantaraseorang

bapakdengananak-anakkandungnya,sementaraalm.RutSiamiadalah

isteri dari penggugat atau ibu dari para tergugat yang semasa

perkawinannyadenganpenggugatadamempunyaibeberapabidangtanah

yangsampaisekarangbelum dibagikepadaparaahliwarisnyayaitusuami

nya(penggugat)dankempatanak-anaknya(paratergugat).

Dalam perkara inipenggugatdalam tuntutannya mohon kepada

Pengadilan NegeriPekanbaru /Majelis Hakim untuk membagiharta
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warisantersebutsecarapatutkepadaparaahliwarisalm.RutSiami,

berdasarkanbuktisuratP-5s/dP11adalahmengenaibuktikepemilikan

dan asalusultanah yang jadiobjek warisan dalam perkara inidan

berdasarkanpasal874KUHPdtdinyatakanbahwasegalahartakekayaan

orang yang meninggaldunia adalah kepunyaan sekalian ahliwarisny

menurutundang-undang,sekedarterhadapitudengansuratwasiattidak

diambilsuatuketetapanyang sah sedangkanmenurutpasal834 BW

menyatakan“setiap ahliwarisberhakmenuntutdanmemperjuangkan

haknya,danpasal1066ayat2BW yangpadapokoknyaberbunyi“setiap

ahliwaris dapatmenuntutpembagian harta warisan sekalipun ada

laranganuntukmelakukanitu”.

Berdasarkanhukum perdataIndonesiamengaturempatgolongan

yangberhakmenerimawarisanyaitu,(AnasitusAmanat,2001:199):

1. SuamiatauIsteriyanghidupterlamadananakketurunannya;

2. Golonganiniadalahorangtuadansaudarakandungpewaris;

3. Golonganiniadalahkeluargadalam garisluruskeatassesudah

bapakdanibupewaris.

4. Padagolonganiniyangberhakmenerimawarisadalahkeluarga

sedarahdalam garisatasyangmasihhidupsampaiderajat

keenam.

Dalam perkaraaquopewarisdarialm.RutSiamiadalahsuaminya

(penggugat)dan empatorang anaknya yaitu DanielSetyanto,Dina

Dwihastuti,YohanesMaryonodanEsterKrisnawati(paratergugat)dan
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sesuaidengan ketentuan perundangan-undang yang pada pokoknya

mengaturbahwabagianyangakandiperoleholehseorangpewarisadalah

samadenganpewarislainyangjugaberhakatashartawarisantersebut

maka dengan demikin harta warisan harus dibagiuntuk lima orang

pewaris sama rata bagian masing-masing pewaris kecuali atas

kesepakatanbersamaditentukanlaindanolehkarenapetitum pokoktelah

dikabulkan,sedangkanpetitum point4danpoint5berkaitaneratdengan

petitum-petitum sebelumnyamakaolehMajelisHakim terhadapPetitum

point4danpoint5inijugalayakuntukdikabulkan,demikianjugahalnya

terhadap petitum point1 juga haruslah dikabulkan,berdaasarkan hal

tersebut memperhatikanpasalyangberkaitandenganperkarainidan

peraturan-peraturan lain yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri

Pekanbaru menya-takan, (lihat putusan perkara No.

132/Pdt.G/2017/PN.Pbr):

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk

seluruhnya;

2. Menetapkan ahliwaris dariAlmarhumah RutSiamiadalah

penggugatdankeempatoranganaknya;

3. Menetapkan bagian harta gonoginialmarhumah RutSiami

denganpenggugatadalahhartawarisyangharusdibagi.

4. Menetapkanbagianmasing-masingdariahliwarisalmarhumah

RutSiamimenuruthukum perdata atau menurutketentuan

Undang-undangyangberlaku;
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5. Menghukum para tergugat untuk membagiharta bagian

almarhumahRutSiamisesuaidenganbagianmasing-masing;

6. Menghukum kepada para tergugatuntuk membayarbiaya

perkarasecaratanggungrentengsejumlahRP1.832.000,-(Satu

jutadelapanratustigapuluhduariburupiah).

2. PengadilanTinggiPekanbaruDalam PerkaraTingkatBandingNo.

42/Pdt/2018/PT.Pbr.

PengadilanTinggimerupakanpengadilanditingkatbandinguntuk

meme-riksa perkara perdata dan pidana yang telah diputuskan oleh

pengadilan negeri yang berkedudukan diwilayah daerah Provinsi,

pengadilantinggimemilikitugasdanwewenangsebagaiberikut:

1. Mengadiliperkarapidanadanperdataditingkatbanding;

2. Mengadiliditingkatpertamadanterakhirsengketakewenangan

meng-adiliantarpengadilannegerididaerahhukumnya;

3. Memberikan keterangan,pertimbangan,dan nasihattentang

hukum kepada instansipemerintah didaerahnya apabila

diminta.

Pengadilantinggijugamerupakanpengadilantingkatpertamadan

terakhirmengenaisengketa kewenangan mengadiliantara pengadilan

negerididaerahhukumnya,pemeriksaanperkarapadatingkatbanding

dapatdisebutsebagaibentukperadilanulang,istilahinisebagaimana

digunakandalam Undang-UndangNo.20Tahu1947yangmenyatakan

bahwa terhadap putusan perdata yang dijatuhkan pengadilan negeri
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tingkatpertamadapatdimintakanolehparapihaksupayapemeriksaan

perkaranyadapatdiulangolehpengadilantinggisesuaidenganyuridiksi

relativemasing-masing.

Berdasarkanhaltersebutmakadapatdiketahuibahwafungsidari

peng-adilantinggidalam tingkatbandingyaitumemeriksaulangperkara

secara keseluruhan, termasuk seluruh bagian konpensi maupun

rekonpensiyangtelahdiputuskanolehpengadilantingkatpertama.Proses

pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggidapatdiuraikan sebagai

berikut:

1. Proses administrasiyustisialyang terdiridaripemeriksaan

pemba-yaranbiayaperkaradanperlengkapanberkasperkara,

pendaftaran perkara dalam registerbanding setelah biaya

dibayardanpenyam-paianberkasperkarapadamajelishakim

yangtelahditunjuk;

2. Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana

dilakukan secara singkatoleh majelis hakim yang ditunjuk

dengansusunanmajelishakim terdiridaritigaoranghakim;

3. Pengucapan hasil putusan pengadilan tinggi yang jika

pemeriksaan dilakukan secara normalmaka putusan dapat

diucapkanpadaminggukeenam dansebagaimanayangdiatur

dalam Pasal13 Undang-Undang No.20 Tahun 1947 yang

menyatakanbahwapemeriksaantingkatbanding,memeriksa

danmenjatuhkanputusannyahanyaber-dasarkansuratatau
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berkasperkarayangdikirim pengadilannegerisehinggatidak

perlumendengarkanketeranganparapihakdansaksi.

Berdasarkanhaltersebutdiatasmakadapatdiketahuibahwaperkara

perdata Nomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbryang telah diputuskan oleh

pengadilannegeriPekanbarusebagaibadanperadilanyangberwenang

untuk mengadilipada tingkatpertama,lebih lanjuttergugatIIItelah

mengajukanbandingatasputusanpeng-adilannegeritersebutsehingga

kedudukan tergugatIIIadalah pembanding dalam putusan banding

No.42/PDT/2018/PT.Pbrdengan penggugatdan turuttergugatpada

perkaraNo.132/Pdt.G/2017/PN.Pbrsebagaipihakterbandingdanturut

terbanding. Pembanding atau tergugat III pada perkara perdata

No.132/Pdt.G/ 2017/PN.Pbr telah mengajukan akta permohonan

pernyataan banding atau memoribanding pada Pengadilan Tinggi

Pekanbarudalam tenggangwaktudanmenuruttatacarasertamemenuhi

persyaratanyangtelahditentukanolehperaturanperundang-undangan

makapengajuanpermohonanbandingtersebutsecaraformaldinyatakan

dapatditerima.

PengadilantinggiPekanbaruyangmemeriksadanmengadiliperkara

bandingdapatmenyetujuidanmembenarkanputusanPengadilanNegeri

Pekanbarukarenadalam pertimbanganhokum nyatelahmemuatdan

menguraikandengantepatdanbenarsemuakeadaanataualasanyang

menjadidasarputusan tersebutsehingga diambilalih dan dijadikan

sebagaipertimbangansendiriolehPengadilanTinggiPekanbarudalam
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memutuskanperkarainiditingkatbanding.Dalam amarputusannyamaka

PengadilanTinggiPekanbarumemutuskanbahwa:

1. Menerimapermohonanbandingdaripembandingyangsemula

adalahtergugatIII;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.

132/Pdt.G/ 2017/PN.Pbr yang dimohonkan pembanding

tersebut;

3. Menghukum pembandinguntukmembayarbiayaperkaradalam

keduatingkatperadilan.

3. MahkamahAgungDalam PutusanPerkaraNo.622K/Pdt/2019

MahkamahAgung(MA)adalahlembaganegarabadankehakiman

tertinggiyangmembawahibadanperadilandalam lingkunganperadilan

umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama,

lingkurangan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung

berkedudukandiIbukotaNegaradansesuaidenganperubahanketiga

UUD 1945 maka kekuasaan kehakiman diIndonesia dilakukan oleh

MahkamahAgungdanMahkamahKonstitusi,MahkamahAgungsebagai

lembaga tinggiNegara dalam sistim ketatanegaraan Indonesia dan

sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan

Mahkamah Konstitusiyang bebas daripengaruh kekuasaan lainnya,

susunanMahkamahAgungterdiriataspimpinan,hakim anggota,panitera,

danseorangsekretaris,ketuaMahkamahAgungyangdipilihdaridanoleh

hakim agungkemudiandiangkatolehPresiden.
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Mahkamah Agung sebagaibadan peradilan tertinggimerupakan

pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam

penerapanhukum melaluiputusankasasidanpeninjauankembalisuatu

perkarayangtelahdiadiliolehlembagaperadilandibawahnyadengan

tujuan agar semua hukum dan Undang-Undang diterapkan secara

adil,tepatdanbenar.TergugatIIIatauPembandingdalam putusanperkara

perdata No.132/Pdt.G/2017/PN.Pbr atau putusan banding No.

42/Pdt/2018/PT.Pbrtelah mengajukan kasasipadaMahkamah Agung

makaselanjutnyadisebutsebagaipemohonkasasidanpenggugatatau

terbandingsertatergugatdanturutterbandingdalam putusanperkara

perdata No.132/Pdt.G/ 2017/PN.Pbr atau putusan banding No.

42/Pdt/2018/PT.Pbrmenjaditermohonkasasidanturuttermohonkasasi

sebagaiparapihakdalam putusankasasiNo.662K/Pdt/2019.

Berdasarkan putusan perkara perdata No.132/Pdt.G/2017/PN.Pbr

maka penggugatdalam gugatannya memohonkan kepada Pengadilan

untuk memberikan putusan sebagaimana yang telah diuraikan dalam

pokok gugatannya dan terhadap gugatan tersebut majelis hakim

Pengadilan NegeriPekanbaru dalam amarputusannya mengabulkan

seluruh permohonan penggugatdan kemudian putusan tersebuttelah

dikuatkanolehPengadilanTinggiPekanbarudenganputusanbandingNo.

42/Pdt/2018/PT.Pbr, terhadap keputusan tersebut maka pemohon

bandingmengajukankasasipadaMahkamahAgungpadatanggal21Juni

2018sebagaimanayangdinyatakandalam aktapermohonankasasiyang
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diikutidenganmemorikasasiyangmerupakanbagiantidakterpisahkan

denganputusanini.

AdapunpemohonkasasimemintaagarMahkamahAgungsebagai

lembagaperadilantertinggidapatmenerimadanmengabulkankeberatan

hukum daripemohonkasasiuntukseluruhnyademihukum,keadilandan

kepastian hukum selanjutnya pemohon kasasijuga meminta agar

menolakdanmembatalkandemihukum atasputusanatauvonisdari

pengadilannegeridanpengadilantinggiPekanbarukarenadinilaisangat

premature dan tidak memilikirasa keadilan serta melawan hukum,

mengingatsebahagiantanahhartagonoginitersebuttelahdijualoleh

termohonkasasibersamadenganisterimudanyatanpasepengetahuan

ahliwarislainnya.

Termohonkasasitelahmengajukankontramemorikasasiterhadap

memorikasasiyangdiajukanolehpemohonkasasiyangpadapokoknya

menolak permohonan kasasidan setelah menelitisecara seksama

memorikasasitersebutjikadihubungkandenganpertimbanganhukum

makaPengadilanTinggiPekan-barutidaksalahdalam menerapkanaturan

hukumnya dengan pertimbangan bahwa Pengadilan TinggiPekanbaru

yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan

mengabulkangugatanpenggugatdapatdibenarkankarenaberdasarkan

fakta-fakta dalam perkara a quo judex facti telah memberikan

pertimbangan hukum yang cukup dimana atas gugatan penggugat

tersebutpara tergugattermasuk pemohon kasasitidak mengajukan
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jawabanmaupunbantahanterhadapgugatanpenggugatsertatidakpula

mengajukanbuktikhususolehtergugatIIIataupemohonkasasidalam

perkara a quo sedangkan para tergugatlainnya tidak hadirdalam

persidangandanolehkarenaobjeksengketaadalahhartagonoginiatas

namaAlm RutSiamidengan Penggugatmakaharusdibagiwarisnya

antarapenggugatdengananaknyasebagaiahliwarisAlm.RutSiami.

B. TinjauanUmum TentangHukum PerkawinanIndonesia

Dalam duniailmupengetahuanmakateorimemilikikedudukanyang

penting sebagai sarana untuk dapat merangkum dan memahami

permasalahandenganlebihbaik,teorimemberikanpenjelasandengan

cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang ada

sehinggatidakadakeraguankarenatelahmelaluisuatupenelitianyang

ilmiadanterbukti.ImreLakatosmenyatakanbahwateoriadalah“hasil

pemikiranyangtidakmusnahdanhilangketikaadanyateoribaru”,(Eddy

O.S,2011:9)sedangkanHansKelsenmendefenisikanbahwateorihukum

adalah ilmu pengetahuan mengenaihukum yang berlaku dan bukan

mengenaihukum yangseharusnya,teorihukum yangdimaksudadalah

teorihukum murniyaitu karena ia hanya menjelaskan hukum dan

berupaya membersihkan objek penjelasan darisegala halyang tidak

tersangkutdenganhukum sebagaiteoriyangmenjelaskanapaituhukum

danbagaimanaiaada”(W.Friedman,1990:1).

LiliRasjidimemberikan perbedaan antara teorihukum dengan

filsafat hukum dimana teori hukum dimaknai sebagai ilmu yang
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mempelajaripengertian-pengertianpokoksepertisabjekhukum,perbuatan

hukum danlainsebagainya,(LiliRasjidi,2004:36).Berdasarkanuraian

diatasmakadapatdiketahuibahwaciri-ciridariteorihukum meliputi:

1. Berfikirantentanghukum;

2. Mencarisegalasesuatuhaltentanghukum;

3. Merupakanrefleksidariteknikhukum;

4. Berbicarahukum dariperspektifyangtidakteknis;

5. Berbicaratentangpertimbanganataupenalarandariahlihukum

danlainsebagainya”.

Teorihukum bertujuanuntukmenjelaskankejadian-kejadiandalam

bidanghukum danmencobauntukmemberikansuatupenilaian,yang

telah telah dipela-jarioleh pakarhukum darisejak dahulunya yang

dilandasiolehteorifilasafatdanpolitiksedangkanpadasaatmodernteori

hukum didasarkan pada keyakinan tertinggiyang bersumberdariluar

bidanghukum,adapunmacam-macam teorihukum diantaranya:

1. TeoriTheokrasi

TeoriTheokrasidikemukanolehFriederichStahlyangmenganggap

bahwahukum ituadalahkemauantuhansehinggayangmenjadi

dasardarikekuatanhukum adalahkepercayaankepadatuhan.

2. TeoriKedaulatanRakyat

Teorikedaulatanrakyatadalahteoriyangmenganggapbahwadasar

terjadi-nyasuatuNegaraadalahadanyaperjanjiandalam masyarakat

untukmendirikansuatuNegarayangdidasariataskemauanrakyat
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dan begitu juga dalam halpembuatan peraturan perundang-

undanganyangmerupakanpenjelmaandarikemauanrakyat.

3. TeoriKedaulatanNegara

Teori kedaulatan Negara menganggap bahwa hukum adalah

kehendak Negara dan bukan kemauan bersama anggota

masyarakatnya sehingga Negara memilikikekuatan yang tidak

terbatas dan setap orang mentaati hukum karena nrgara

menghendakinya.

4. TeoriKedaulatanHukum

Teorikedaulatanhukum adalahteorihukum yangmenilaibahwa

hukum berasaldariperasaan hukum yang ada pada setiap

masyarakatnyasehinggahukum tersebutditaatiolehmasyarakatnya.

5. TeoriPositivismedanUtilitarianisme

Teoripositivisme dan utilitarianisme menyatakan bahwa hukum

adalahperintahyangdikeluarkanolehpenguasasecaramemaksa

yang biasanya ditaatidengan penuh kesadaran dengan tujuan

tertentu.

6. TeoriHukum Murni

Teorihukum murniadalahsuatuteoriyangmengemukakanbahwa

pencarianterhadapilmupengetahuansecaramurnidalam artian

penge-tahuantersebutbebasdarinaluri,kekerasandankeinginan-

keinginan,teorihukum murnitidak boleh dicemarioleh ilmu

pengetahuanlainnyasepertipolitik,sosiologi.
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Perkawinanmerupakanrealitakehidupanmanusiakarenadengan

adanyaperkawinanmakarumahtanggadapatdibinasesuaidengannorma

dantatakehidupanyangberlakudidalam masyarakat,dalam rumahtangga

yangdibinaterdapatduainsanmanusiayangberlainanjenisyangsaling

berhubunganagardapatmemilikiketurunansebagaigenerasipenerus,

pasangansuamiistreridananakyangdikaruniahididalam perkawinan

tersebutyangdikenaldenganisilahkeluargasebagaiunitterkecildalam

suatukelompokmasyarakat.Untukmembentuksebuahkeluargayang

bahagia dan sejahtera diperlukan perkawinan sebagailembaga yang

melegalkanhubunganyangdibinakarenatanpaperkawinanyangsah

maka setiap pasangan tidak dapathidup dan berkumpulbersama,

kebersamaan pasangan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan

perbuatanterlarangdanmendapatkansanksihukum didalam masyarakat.

Undang-UndangNo.1Tahun1974TentangPerkawinan,dalam Pasal

1menjelaskanbahwayangdimaksuddenganperkawinanadalahikatan

lahirbathinantaraseorangpriadenganseorangwanitasebagaisuamiistri

dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal

berdasarkanKetuhananYangMahaEsa,perkawinandinilaisahapabila

dilaksanakansesuaidenganaturanhukum danagamamasing-masing,

sehubungan dengan haltersebutagarsuatu perkawinan terlaksana

denganbaikmakaperkawinanyangdilaksanakanharusmendapatkan

persetujuanmasing-masingpihak,baikpersetujuandaripasa-nganyang

akanmelaksanakanperkawinanmaupunorangtuayangmenjadiwalidari
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pasangan tersebut,sehinggadapatdikatakan ikatan perkawinan tidak

hanyamerupakanhubungandiantarapasangansajatetapimelainkanjuga

merupakan hubungan antara dua keluarga yang melaksanakan

perkawinantersebut.

Berdasarkanprinsiphakasasimanusiamakasuatuperkawinantidak

bolehdilaksanakansecaraterpaksadanharussesuaidenganketentuan

hukum yang berlaku,meskipun pasangan yang hendakmelaksanakan

perkawinandiberikankebebasanuntukmemilihpasanganberdasarkan

asas sukarela tetapikarena perkawinan merupakan peristiwa penting

dalam kehidupan seseorang maka keikutsertaan keluarga sangat

diharapkandalam pelaksanaanakadperkawinantersebut,pihakkeluarga

darimasing-masingpihakmemberikanrestuatasperka-winanyangakan

dilaksanakansehinggaperkawinanyangdibinadapatmenjadikeluarga

yangbahagiasesuaidengantujuanperkawinanitusendiri.

Perkawinan dianggap sah adalah “perkawinan yang dilaksanakan

menuruthukum masing-masingagamadankepercayaan,dicatatmenurut

peraturanyangberlaku”,(AbdulManan,2008:14).Lembagayangdiberikan

tugas dan kewena-ngan melaksanakan pencatatan perkawinan dan

perceraiandiIndonesiaadalah:

1. KantorUrusanAgamapadasetiap wilayahKecamatanbagi

yangberagamaIslam;

2. KantorCatatanSipilbagiNon-Muslim.

Perkawinanmerupakansuatuhubunganhukum antaraseorangpria
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denganseorangwanitauntukhidupbersamasebagaisuamiistridengan

ikatanlahirbathinyangmenjadihubunganformilyangbersifatnyata,baik

bagiyangmengikatkandirinyamaupunbagioranglainataumasyarakat.

Ikatanlahiriniterjadidenganadanyaupacaraperkawinanyakniupacara

akadnikahbagiyangberagamaIslam dansebagaiikatanbathinmaka

perkawinanmenjadipertalianjiwayangterjalinkarenaadanyakemauan

yangsamadanikhlasantaraseorangpriadenganseorangwanitauntuk

hidupbersamasebagaisuamiistri,dalam tahappermulaanmakaikatan

bathin inidiawalidan ditandaidengan adanya persetujuan daricalon

mempelaiuntukmelangsungkanperkawinan.

Menuruthukum Islam perkawinanadalah“suatuperjanjianantara

mempelailaki-lakidisatupihakdanwalidarimempelaiperempuandilain

pihakdimana perjanjian terjadidengan suatu ijab (akad nikah),yang

dilakukan walicalon istridan diikutioleh calon suamidan disertai

sekurang-kurangnya dua orang saksi,untuksahnya perkawinan maka

dalam Islam harusmemenuhiduaunsuryaiturukundansyarat”.Agama

Islam menentukansahnyasuatuakadnikahkepadatigamacam syarat

yaitu,AbdulThalib(2008:15):

1. Dipenuhinyarukunnikah;

2. Dipenuhinyasyarat-syaratnikah;

3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang

ditentukandalam syari’at.

Rukun nikah merupakan bagian penting darihekekatnya suatu
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perkawinan artinya bila salah satu darirukun nikah tersebuttidak

terpenuhimakatidakmungkinterjadisuatuperkawinan,adapunrukun

nikahdapatdigolongkankepadasyaratformilnyaperkawinanyangterdiri

atas:

1. Adanyacalonmempelailaki-lakidanperempuan;

2. Adanyawalibagicalonmempelaiperempuan;

3. Adanyaduaorangsaksi;

4. AdanyaakadnikahatauijabKabul.

Undang-UndangNo.1tahun1974TentangPerkawinanPasal38

menerang-kanbahwasuatuperkawinanyangtelahdibinadapatberakhir

atauputuskarenaadanyakematian,perceraianmaupunkarenaadanya

putusandariPengadilan,perceraianyangmenyebabkansuatuperkawinan

berakhirhanyadapatdilaksana-kandidepansidangpengadilansetelah

pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.Untuk

melakukanperceraianharusadacukupalasanbahwaantarasuamiisteri

tersebuttidakakandapatlagihiduprukun,adapunalasanyangdapat

digunakan sebagaidasardalam melakukan perceraian adalah,Abdul

Manan(2008:17):

1. Salahsatupihaktelahberbuatzinaataumenjadipemabuk,

pemadat,penjudidan lain sebagainya yang sukar untuk

disembuhkan;

2. Salahsatupihakmeninggalkanpihakyanglainnyaselamadua

tahunberturut-turut,tanpaizindanalasanyangsahataukarena
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hallain;

3. Salahsatupihakmendapatkanhukumanpenjaraselamalima

tahunataulebihberatsetelahperkawinanberlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

yangdapatmembahayakanpihaklain;

5. Salahsatupihakmendapatkancacatbadanataupenyakityang

mengakibatkantidakdapatmelaksanakankewajibannya;

6. Pasangansuamiisteritersebutselalumelakukanperselisihan

atau pertengkaran sehingga tidakada harapan untukdapat

hiduprukun.

Pencegahanperkawinanmerupakansuatuupayauntukmenghalangi

terjadi-nya perkawinan antara calon pasangan suami-istriyang tidak

memenuhisyarat untuk malangsungkan perkawinan,adapun tujuan

pencegahan hukum perkawinan adalah untuk menghindari suatu

perkawinanyangdilarangdalam hukum Islam danperaturanperundang-

undanganyangberlaku.Pencegahanperkawinandapatdilakukanapabila

calon suamiatau istriyang akan melangsungkan perkawinan tidak

memenuhisyarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan,orang yang dapat

melakukan pencega-han perkawinan adalah keluarga dalam garis

keturunanluruskeatasdankebawah,saudarakandung,walinikah,wali

pengampu,ayah kandung,suamiatau istriyang masih terkaitdalam

perkawinandengansalahseorangcalonistriataucalonsuamiyangakan
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melangsungkanperkawinandanpejabatyangditunjukuntukmengawasi

perkawinan.

C. TinjauanUmum TentangHukum Waris

Padaprinsipnyausahauntukmencarihartaolehseseorangdalam

masya-rakatyangmoderndiperuntukankepadaparaahliwarisnyademi

kemaslahatan atau kesejahteraan keluarga sehingga keluarga yang

ditinggalkan mendapatkan jaminan penghidupan untuk generasi

selanjutnya,prinsipsepertiinipadadasarnyatelahdiawaliolehsyariat

Islam dalam masalah kewarisan.Dalam hukum positifterdapattiga

macam kerabatyangdapatmenerimahartawarisyaituanak,suamiatau

isteriyanghidupterlamadansaudara,kaedahdalam sistim warisanak

adalahanaklaki-lakimaupunanakperempuanmendapatkanhartawaris

bapak,ibudansaudaranyasedangkankaedahdalam sistim warisbapak

dansaudaraadalahhartapusakadibagidiantaramereka.

Asasdandasarhukum dalam kewarisanperdatamemilikipengaruh

terhadappembagianhartawarisdenganmengenaldanmemahamimakna

dariasas-asasdandasar-dasartersebutmakapembagianhartawarisan

kepada ahliwaris yang berhakkemungkinan dapatmemberikan rasa

keadilanbagisemuapihak(ahliwaris).Hukum waristermasukkedalam

bidang hukum perdata dimana semua cabang hukum yang termasuk

dalam hukum perdatamemilikikesamaansifatdasarnyayaitubersifat

mengaturtanpa adanya unsurpaksaan namun untuk hukum waris

meskipunletaknyadalam lapanganhukum perdataternyatadidalamnya
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terdapatunsurepaksaansepertiketentuanuntukmemberikanhakmutlak

kepadaahliwaristertentuatassejumlahhartawarisataupunketentuan

yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat suatu

ketetapanterhadapsejumlahhartayangnantinyaakandiwariskannya.

Pada zaman penjajahan Belanda kewarganegaraan diIndonesia

dibagiatasbeberapagolongandanmasing-masinggolonganmempunyai

aturanhukumnyasendiri,hukum warisyangdiaturdalam KUHPerdata

atauyangdisebutjugadenganBW tidakberlakuuntuksemuagolongan

pendudukdanhanyaberlakuterhadap,Anisitus(2003:3):

1. Golonganorang-orangEropadanmerekayangdipersamakan

dengangolongantersebut;

2. Golonganorang-orangtimurasingTionghoa;

3. Golonganorang-orangtimurasinglainnyadanpribumiyang

menundukandiriterhadanya.

Unsurkebendaandalam hukum warisselarasdenganpengaturan

buku ke IIKUHPerdata yaitu mengatursegala permasalahan yang

berkaitandengankeben-daan,dalam hukum warismasihterdapatunsur

lainyangmepengaruhiterhadappembagianwarissepertipewaris,ahli

waris,hartawarisandanperbuatanhukum tertentudaripewarissemasa

hidupnya(pengangkatananakdanterstamenatauwasiatyangdibuatnya).

Pewaris adalah setiap orang yang telah meninggaldunia namun

pengertianinimenjadilemahketikayangmeninggalduniatersebuttidak

meninggalkan harta waris,hukum waristidakakan dipersoalkan bagi
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mereka yang meninggal dunia tanpa memiliki harta yang akan

diwariskannyasehinggadapatdifahamiunsurmutlakyangharusdipenuhi

olehseseorangyangmeninggalduniasehinggadapatdikatakansebagai

pewarisadalahorang yang telahmeninggalduniadanmemilikiharta

kekayaanyangakandiwarisinya.

Ahliwarisadalahorang-orangyangolehhukum atauUndang-Undang

telahditetapkansebagaiahliwaris,orangyangsecarahukum mempunyai

hubungansebagaiahliwarisdenganpewaristidaksecaraotomatisdapat

menjadiahliwaris karena dalam sistim pewarisan BW setiap harta

warisanyangdimilikiseseorangakandibagisesuaidengantingkatanatau

golongannyasehinggajikagolonganpertamamasihadamakagolongan

kedua,ketigadankeempattidakdapatmewarisihartayangdiwariskan

tersebutkecualihartayangdiwariskantermuatdalam suratwasiatatau

testamenyangdibuatolehpewarisdisaatmasihhidup.

Hukum warsisadalahhukum yangmengaturtentangperalihanharta

kekayaanyangditinggalkanseseorangyangmeninggalsertaakibatnya

bagiparaahliwarisnya,EffendiPerangin(2010:3).Padaasasnyahanya

hak–hakdankewajiban–kewajibandalam lapanganhukum kekayaanatau

hartabendasajanyangdapatdiwaris,adabeberapapengecualianseperti

hakseorangbapakuntukmenyangkalsahnyaseseoranganakdanhak

anaksahdaribapakatauibunya(keduahakituadalahdalam lapangan

hukum kekeluargaan )halinisebagaimana yang dinyatakan Undang-

UndangKUHPerdataPasal830menyebutkanbahwa“pewarisanhanya
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berlangsungkarenakematian”.

Hartapeninggalanbaruterbukajikasipewaristelahmeninggaldunia

saatahliwarismasihhidupketikahartawaristerbuka,dalam haliniada

ketentuankhususdalam Pasal2KUHPerdatayaituanakyangdidalam

kandung seseorang perempuandianggap sebagaitelahdilahirkanbila

kepentingansianakmenghen-dakinyadanketikasianakmatisewaktu

dilahirkanmakaiadiangggaptidakpernahada,halinijelasseseorang

anakyanglahirsaatayahnyatelahmeninggalmakaberhakmendapat

warissebagaimanayangditetapkandalam pasal836KUHPerdatayaitu

“denganmengingatketentuandalam pasal2KUHPerdatainisupaya

dapatbertindaksebagaiwarismakaseorangharustelahadapadasaat

warisanjatuhmeluang”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapatdua cara

untuk mendapatkan suaru warisan yaitu sebagai berikut,Effendi

Perangin(2010:5):

1. Secaraabintestato(ahliwarismenurutundang-undang)dalam pasal

832menyatakan“yangberhakmenerimabagianwarisadalahpara

wargasedarah,baiksahmaupundiluarkawindansuamiatauistri

yangdihidupterlama.Keluargasedarahyangmenjadiahliwarisini

dibagidalam empatgolonganyangmasing-msingmerupakanahli

warisgolonganpertama,kedua,ketigadangolongankeempat;

2. Secaratestamentair(ahliwariskarenaditunjukdalam suratwaris

atautestamen)dalam pasal899dinyatakanbahwa“dalam halini
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pemilikkekayaan membuatwarisuntukpara ahliwarisnya yang

ditunjukdalam suratwasiat/testamen.

Sifathukum warisperdatabarat(BW)yaitumenganut:

1.Sistim pribadidimana ahliwaris adalah perseorangan,bukan

kelompokahliwaris;

2.Sistim bilateraldimana yang mewaris daripihak ibu maupun

bapak;

3.Sistim penderajatanyaituahliwarisyangderajatnyalebihdekat

dengansipewarissehinggamenutupahliwarisyanglebihjauh

derajatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUHPerdata bahwa harta

peninggalan seseorang yang meninggaladalah kepunyaan ahliwaris

menurutundang-undang sepanjang sipewaris tidak menetapkan lain

dengansuratwasiat,adakemung-kinanbahwasuatuhartapeninggalan

(warisan)pewarisberdasarkanwasiatdanberdasarkanundang-undang,

dengan suratwasiatsipewaris dapatmemberikan sesuatu kepada

seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Perbedaan

pengangkatansebagaiahliwarisdenganwasiatadalahsebagaiberikut:

1. Dalam halpengangkatansebagaiahliwarisbelum tentubagianyang

diperolehahliwarisyangdiangkattetapihanyadisebutkanbeberapa

bagian haknya sehingga dalam pemberian (hibah)wasiatbagian

yang menjadihak orang yang dihibakan sudah tentu misalnya

sebidangtanahtertentu;
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2. Orangyangdiangkatsebagaiahliwariskedudukannyasamaseperti

ahliwarismenurutundang-undangdalam haltentangutangpiutang

sipewaris,jikaternyatasipewarismeninggalkanhutangmakawaris

yangdiangkatjugaturutbertanggungjawabterhadaphutang,orang

yangmenerimahibawasiattidaksamakedudukannyadenganahli

wariskarenatidakbertanggungjawabatasutangpiutangsipewaris.

BAB III

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

A. AnalisisSengketaWarisAntaraSeorangAyahDenganEmpatOrang

AnakDalam PerkaraNomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Ketentuan hukum mengenaiharta bersama yang diperoleh oleh

pasangansuamiisteriyangterikatdenganperkawinanyangsah,tidak

mendapatkanperha-tianyangseksamadariahlihukum padahalpersoalan

inimerupakan permasa-lahan yang sering terjadiapabila terjadinya

perceraian atau putusnya ikatan perkawinan diantara mereka.Secara

yuridisketentuantentanghartabersamayangdiperolehselamaikatan
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perkawinansudahdiaturdalam Pasal35ayat1Undang-UndangNo.1

Tahun1974TentangPerkawinanyangmenjadiaturandasarkedudukan

hartabersama,Pasal35ayat1mendefenisikanhartabersamaadalah

“ harta yang diperoleh selama isteridiikatdalam suatu perikatan

perkawinan”,dalam penerapannyaketentuantersebuttidaklahmudahdan

sesederhanaitukarenadalam perkembanganhukum dankondisisosial

masyarakatyang telah berubah sangatmempengaruhiperolehan dari

hartabersamatersebuttermasukjugadalam halpembagiannyaapabila

terjadipersengketaandiantaraparapihak.

Permasalahan hukum yang sering terjaditerkaitdengan harta

bersama diantaranya adalah persoalan premiasuransi,harta bawaan,

kreditatauhutangyangsedangberjalanmaupunsistim dalam pembagian

hartabersama,pasal119KUHPerdatamenyatakanbahwa“mulaisaat

perkawinan dilangsungkan maka secara hukum telah berlaku suatu

kesatuan antara harta kekayaan suamidengan isteridan sekedar

mengenaihalitu dengan diadakannya perjanjian kawin maka tidak

diadakannyaketentuanlain,AbdulManan(2008:104).Persatuanharta

kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh

ditiadakanataudiubahdengansuatupersetujuanantarasuamiatauisteri

dan jika bermaksud untuk melakukan penyimpangan dariketentuan

tersebutmaka suamiisteriharus menempuh jalan dengan perjanjian

kawinsebagaimanayangdiaturdalam Pasal139-154KUHPerdata.

Undang-UndangNo.1Tahun1974TentangPerkawinanPasal35
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bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung

menjadihartabersama”,danmasing-masingbaiksuamimaupunisteri

terhadap harta yang diperoleh sebagaihadia atau warisan dapat

melakukanpengawasannyasepanjangparapihaktidakmenentukanlain,

halinidapatdimaknaibahwahartayangdidapatkandariwarisanatau

hadiaselamaperkawinanberlangsungmenjadihakdarimasing-masing

untukmenguasainya dan tidakdapatdisebutsebagaiharta bersama

dalam perkawinantersebut.Hartabersamayangdiperolehselamaperka-

winan berlangsung maka suamiisteridapatbertindak untuk berbuat

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama dengan

persetujuankeduabelahpihaksehinggadalam halinitidakdiberikancela

ataupeluangbahwakekuasaanterhadaphartabersamaadaditangan

suamisebagaikepalakeluarga.

Statushukum perkawinan menurutKitab Undang-Undang Hukum

Perdataterdiridaritigakategoriyaitu,Anisitus(2003:11):

1. Perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya perjanjian kawin

antarasuami-isteriyangbersangkutantidakadapercampuranharta

kekayaan;

2. Perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa

antara suami-isteriyang bersangkutan ada percampuran harta

kekayaansecarabulat;

3. Perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa

antara suami-isteriyang bersangkutan ada percampuran harta
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kekayaantetapiadapengecualiannya.

KitabUndang-UndangHukum Perdata,Pasal139menyatakanbahwa

“denganmengadakanperjanjiankawinmakakeduacalonsuami-isteri

dapatmenyiapkan beberapa penyimpangan dariperundang-undangan

yangberlakusekitarpersatuanhartakekayaantersebutsepanjangtidak

menyalahi tatasusila”. Dalam hubungan perkawinan dapat terjadi

perkawinantanpadiikutidenganperjanjiankawinyangmengaturtentang

persatuan harta kekayaan yang mereka miliki sebelum terjadinya

perkawinan tersebut, dengan tidak adanya perjanjian kawin yang

disepakatimakademihukum telahterjadipercampuranhartakekayaan

secarabulat,adapunakibathukum dariperkawinanyangdilangsungkan

denganpercampuranhartakekayaanbaikkarenaperjanjiankawinyang

disepakatimaupundemihukum sebagaimanayangdiaturdalam Pasal

119KUHPerdatamakatidaksemuahartakekayaanyangditinggalkan

pewarisdapatmenjadihartawarisannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pasal128 menegaskan

bahwa“apabilapersatuanbubarmakahartakekayaanpersatuandibagi

dua antara suamidengan isteridengan tidak mempersoalkan dari

pihakmanahartatersebutdiperolehnya”,sehinggahalinidapatdimaknai

bahwasetengahbagiandarihartapeninggalanadalahwarissedangkan

setengah bagian lagiadalah haksuamiatau isteriyang masih hidup

sebagaiakibatdariperkawinanyangterjadi,pembagiantersebutbaru

dapatdilakukansetelahdikurangidenganbeban-bebanyangmengikuti
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keberadaanhartakekayaantersebut,Anisitus(2003:12).

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah

dibinaolehpasangansuamiisteriyangdisebabkanbeberapahalseperti

kematian,perceraian,danatasputusanpengadilan,dalam KUHPerdata

makna putusnya atau bubarnya suatu perkawinan dibedakan menjadi

empatmacam yaitu,:

1. Kematiansalahsatupihak;

2. Tidakhadirnyasuamiistriselamasepuluhtahunberturut-turut

dandiikutiperkawinanbaru; 

3. Adanyaputusanpengadilan;

4. PerceraiansebagaimanyangdimaksudPasal199KUHPerdata.

BerdasarkanperkaraNomor132/Pdt.G/2017/PN.Pbrdapatdiketahui

bahwapenggugatadalahsuamidanayahdariempatoranganak(para

tergugat)dariperkawinandenganAlm RutSiami,setelahAlm RutSiami

meninggalduniamakapenggugatberniatuntukmenyelesaikanpersoalan

hartabersamayangdimilikinyaselamaperkawinandenganAlm.RutSiami

sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,harta yang

dijadikanobjeksengketadalam perkarainimerupakanhartabersama

yang penggugat belidan milikibersama Alm.Rut Siamiselama

perkawinan berlangsung sehingga menurutpenggugatterhadap objek

sengketatidakdapatdinyatakansecaralangsungsebagaihartawarisdari

Alm.RutSiamikarenadenganmeninggaldunianyaAlm RutSiamimaka

perkawinanantarapenggugatdenganAlm.RutSiamitelahberakhiratau
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putus karena kematian dan sebagaiakibathukum dariberakhirnya

perkawinantersebutmakahartabersamayangdimilikipenggugatdengan

Alm.RutSiamiharusdibagiduasebagaimanayangtelahditentukandan

ditetapkandalam Pasal38Undang-UndangNo.1tahun1974Tentang

Perkawinan serta InstruksiPresiden Nomor1 Tahun 1991 tentang

PenyebarluasanKompilasiHukum Islam (KHI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pasal122 mensyaratkan

bahwa “semua penghasilan dan pendapatan suamiistri,begitu pula

semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh

selamaperkawinanmenjadikeuntungandankerugianhartabersama”,

yangdianggapsebagaikeuntunganpadahartabersamasuamiisteriialah

bertambahnyahartakekayaanmerekaselamaperkawinanberlangsung

sementara yang dianggap sebagaikerugian ialah berku-rangnya harta

bendaakibatpengeluaranyanglebihtinggidaripendapatan.Adapunjenis

harta dalam perkawinan yang tidaktermasuksebagaiharta bersama

sepertihartabawaanyangmerupakan“jenishartayangdibawaoleh

seorangistriatausuamisebelum menjalaniperkawinan,hartabawaan

bisaberasaldariberbagaisumbermisalnyapenghasilanketikamasih

belum kawin,hadiah,ataupunwarisan,olehkarenaitujenishartainitidak

termasukdalam hartagono-giniyangperludibagiketikaterjadiperceraian

baikceraimatiataupunceraihidup”.

Alm RutSiamisebagaiseorangisteritelahmeninggalkanhartagono

ginidenganpenggugatberupahartayaitu:
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- Sebidangtanahseluas16.600M2(Enam belasribuenam ratus)

meter persegi sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat

Tanah/PenguasaanTanahNo:593/15/TT/V/2015tanggal29

Mei2015 atasnama Bedjo Pranoto,yang dikeluarkan oleh

Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal26 Mei2015,

diketahuiolehCamatMarpoyanDamaiNo:31/KMD/VI/2015

tanggal8Juni2015,yangterletakdiJalanGuru,RT.02,RW.15,

Kel.TangkerangTengah,Kec.MarpoyanDamai,KotaPekanbaru;

- Sebidangtanahseluas255M2(Duaratuslimapuluhlima)

meterpersegisesuaidenganSuratKeteranganGantiKerugian

No:653/KT/89tanggal28Juli1989atasnamaBedjoPranoto,

yangdikeluarkanolehKantorCamatTampanNo:653/KT/89

tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT.02, RW.02,

Kel.Sidomulyo,Kec.Tampan,KotaPekanbaru;

- Sebidangtanahseluas255M2(Duaratuslimapuluhlima)

meterpersegisesuaidenganSuratKeteranganGantiKerugian

No:591/035-KT/X/1996tanggal25Oktober1996atasnama

BedjoPranoto,yangdikeluarkanolehKantorCamatTampanNo:

591/035-KT/X/1996, yang terletak di RT.02, RW.02,

Kel.Sidomulyo,Kec.Tampan,KotaPekanbaru;

- Sebidang tanahukuran:Utara187 meter,Timur140 meter,

Selatan225meter,Barat84metersesuaiSuratAktaJualBeli

No:4495/SH/1985 tanggal26 Desember1985 atasnama
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BedjoPranoto,yangdikeluarkanolehKantorCamatSiakHulu

tanggal26Desember1985,yangterletakdiDesaSidomulyo,

Kec.SiakHulu,Kab.Kampar;

- Sebidangtanahukuran135meterX110meter,sesuaidengan

SuratAktaJualBeliNo.510/SH/1976yangdikeluarkanoleh

CamatSiakHulutanggal26Desember1976atasnamaBedjo

Pranoto,yangterletakdiDesaSimpangTigaKec.SiakHulu,

Kab,Kampar;

- Sebidangtanahseluas12.656M2atasnamaBedjoPranoto,

yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kota Pekanbaru

tanggal4Mei1996,yangterletakdiJalanTutwuri.

Berdasarkanuraiandiatasmakadapatdiketahuibahwahartayang

dijadikanobjeksengketadalam perkarainiadalahhartabersamayang

dimilikipenggugatdenganAlm.RutSiamikarenahartaatautanah-tanah

tersebutdiperolehdandibeliolehpenggugatbersamaAlm.RutSiami

sebagaiisteridalam ikatanperkawinanyangsah,tidakadahartatersebut

yangmerupakanhartabawaanyangdimilikiolehAlm.RutSiamisebelum

terjadinyaperkawinandenganpenggugatdantidakjugamerupakanharta

warisanatauhadiayangdiperoleholehAlm.RutSiamisehinggasudah

selayaknyaterhadaphartatersebutdilakukanpembagianhartabersama

sebelum ditetapkansebagaihartawarisdalam perkarainisebagai-mana

yangtelahditetapkandalam Pasal128KUHPerdatayangsejalandengan

Pasal96(1)KompilasiHukum Islam “apabilaterjadiceraimatimaka
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separohhartabersamamenjadihakpasanganyanghiduplebihlama”

Berdasarkan ketentuan tersebutmaka jelas ketika terjadisuatu

kematiandanketikaakandilakukanpembagianhartawarisanmakayang

harusdilakukanterlebihdahuluadalahmemisahkanhartabersamadalam

perkawinantersebut,setelahdilakukanpemisahanhartabersamamaka

barulahdapatdilakukanpembagianhartawarisanpeninggalanalmarhum,

sedangkan mengenai pembagian harta warisan maka berdasakan

ketentuanPasal832KUHPerdata“suamiatauisteriyanghidupterlama

ikutdanberhakmenjadiahliwarisbersamakeluargasedarah,baikyang

sahmenurutundang-undangmaupundiluarperkawinan”.

Dalam KompilasiHukum Islam kedudukanjandaataududauntuk

mendapathakwarisdiaturdalam Pasal174KompilasiHukum Islam yang

menegaskanbahwa“kelompok-kelompokahliwaristerdiridarimenurut

hubungandarah(golonganlaki-lakiterdiridariayah,anaklaki-laki,saudara

laki-laki,pamandankakekdangolonganperempuanterdiridariibu,anak

perempuan,saudara perempuan dan nenek)dan menuruthubungan

perkawinan terdiridariduda atau janda dariperkawinan sah,apabila

semuaahliwarisadamakayangberhakmendapatwarisanhanyaanak,

ayah,ibu,jandaataududa.

MajelisHakim PengadilanNegeriPekanbaruyangmemeriksadan

memutus kan perkara ini berpendapat lain,dimana dalam amar

putusannya ditetapkan bahwa harta yang dijadikan objek sengketa

merupakanhartabersamayangdiwarisikepadapenggugatsebagaisuami
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danparatergugatsebagaianakdenganjumlahpembagianyangsama

rata,artinya penggugatsebagaisuamimendapatkan pembagian yang

samadenganbagianyangditerimaolehmasing-masingparatergugat

sebagaianakdariAlm.RutSiami,keputusanMajelisHakim Pengadilan

Negeri Pekanbaru tentunya memberikan rasa ketidakadilan bagi

penggugatsebagaiseorangayahdansuamidariAlm.RutSiamikarena

penggugatmerasahaknyasebagaiseorangsuamitidakdiberikan,dengan

berakhirnyaperkawinanantarapenggugatdenganAlm.RutSiamimaka

penggugatberhakterlebihdahuluuntukmendapatkansebagiandariharta

bersama tersebutdan hanya bagian dariAlm.RutSiamiyang dapat

ditetapkansebagaihartawarisdalam perkaraini.

Pesoalandalam hukum warismenyangkuttigaunsuryaitu:adanya

hartapeninggalanatauhartakekayaanpewarisyangdisebutwarisan,

adanyapewarisyaituorangyangmenguasaiataumemilikihartawarisan

danyangakanmeng-alihkanatauyangmewariskannya,danadanyawaris

yaituorangyangmenerimapengalihanataupenerusanataupembagian

hartawarisanitu,olehkarenamasalahwarisantersebutakanmengenai

setiaporangapabilaadadiantaranyayangmeninggalduniamakadapat

dikatakanbahwahukum warissangatpentingdalam kehidupanmanusia

terutama bagi para ahli waris karena menyangkut kelang-sungan

kepemilikandanpemanfaatanhartawarisan.

Sistem hukum warisyangberlakudiIndonesiaadatigayaitusistem

hukum warisIslam,sistem hukum warisadatdansistem hukum waris
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perdata dimana ketiga sistem hukum tersebutmempunyaiperbedaan

yangprinsipilmisalnyaantarahukum warisIslam danhukum warisadat,

berbeda dalam halsistem kekeluargaan,pengertian kewarisan,harta

peninggalanahliwaris,bagianahliwaris,lembagapenggantianahliwaris

dansistem hibah.Pembagianhartawarisanharussegeradilaksanakan

setalahpewarismeninggaldantidakbolehditunda-tundakecualijikaada

keadaan tertentu yang tidak memungkinkan sepertiharta waris yang

belum lakudijualatauadaahliwarisyangmasihbayi/kecilmakaada

bagianyangdibekukanuntuksementarahinggadiketahuikeadaannya.

Dalam ketentuanperundang-undanganyangmengaturpermasalahan

waristelahmembagiataumenggolongkanpenerimawaris,halinimemiliki

pengaruhdalam pembagianbudelhartawariskarenaapabilagolongan

pertamaadadanmendapatkanwarismakakesempatangolongankedua

dan seterusnya akan tertutup untuk menerima hak mewarisinya

sebagaimana diaturdalam “Pasal833 KUHPerdata yang menyatakan

sekalianahliwarisdengansendirinyakarenahukum memperolehhak

milikatassegalabarangsegalahakdansegalapiutangsiyangmeninggal

danjikatimbulsuatuperselisihansekitarsoalsiapakahahliwarisnyadan

siapayangberhakmemperolehhakmiliksepertidiatas,makahakim

memerintahkanagarsegalahartapeninggalansimeninggalditaruhlebih

dahulu dalam penyimpanan,” lebih lanjut ditegaskan bahwa “untuk

mendudukihakmiliksepertidiatasNegarharusmintakeputusanhakim

terlebihdahuluatasancamanhukumanmenggantisegalabiaya,rugidan
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bunga berwajib pula mengadakan pendaftaran dan penyegelan akan

baranghartapeninggalandalam bentukyangsamasepertiditentukan

terhadapcaramenerimawarisandenganhakistimewaakanpendaftaran

barang”.

Pewarisan merupakan suatu proses perpindahan hak milik

seseorang kepadaahliwarisnyayang terjadisecaralangsung setelah

pewarisdinyatakanmeninggalduniasecarahokum atauadanyasuatu

akta yang menyatakan bahwa pewaris telah meninggaldunia,dalam

aturanhokum mengenaiwarisjugaterdapathakistimewadariparaahli

warissebagaimanayangditetapkandalam “Pasal833KUHPerdatayaitu

suatuhakkhususyangdiperoleholehparaahliwarisdisebutsebagaihak

saisinedenganartiparaahliwarisakansecaraotomatismenjadiahli

waris demihukum”.Ahliwaris yang mendapatkan harta waris tanpa

melakukan suatu perbuatan hokum atau bahwa ia sendiri tidak

mengetahuibahwadirinyamemilikihakmewarisidarisuatubudelwarisan,

hak istimewa yang ada juga tidak mengharuskan sipenerima waris

melakukanpenuntutanterhadaphartawarisyangmenjadihaknyanamun

iamemilikihakuntukmenuntuthartawarisjikaberadadalam kekuasaan

oranglain.

Penerimawarisatauahiliwarisselainmendapatkanhakistimewa

juga memilikihak sebagaimana yang ditetapkan dalam “Pasal1044

KUHPerdatayaitusuatuwarisandapatditerimasecaramurniataudengan

hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan,
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selanjutnyaPasal1045KUHPerdatayangmenyatakantiadaseorangpun

diwajibkanmenerimasuatuwarisanyangjatuhkepadanya.”Berdasarkan

ketentuantersebutdapatdimaknaibahwaseorangahliwarisberhakuntuk

tidakmenerimahartawarisyangmenjadihaknyasehi-nggadalam halini

terdapatpilihanuntukmenerimamaupunmenolakhartawaristersebut,

pengalihan terhadap harta yang menjadibudelwaris dapatditerima

dengansikapmenerimawarisan,menerimadengansyaratdanmenolak

warisansepenuhnya.

Prosesperalihanhakdarisipewariskepadaahliwarisnyadilakukan

berdasarkepadahukum darisipewarisdimanajikapewarisberagama

Islam makabaginyaberlakuhokum warissecaraislam namunjikasi

pewarisberagamadiluarislam makabaginyaberlakuketentuandalam

KUHPerdata,seseorangdianggaptidakpatutuntukmendapatkanwarisan

jugatelahdiaturdalam Pasal839KUHPerdatayangmenegaskanbahwa:

1. Merekayangtelahdihukum karenadipersalahkanmembunuh

ataumencobamembunuhsiyangmeninggal;

2. Merekayangdengankeputusanhakim pernahdipersalahkan

karenasecarafitnahtelahmengajukanpengaduanterhadapsi

pewaris, ialahsuatu pengaduan telah melakukan suatu

kejahatanyangterancam denganhukumanpenjara5(lima)

tahunlamanyaatauhukumanyanglebihberat;

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah

mencegahsiyangmeninggaluntukmembuatdanmencabut
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suratwasiatnya;

4. Merekayangtelahmenggelapkan,merusakataumemalsukan

suratwasiatsiyangmeninggal.

Ahliwarisyangdisebutkandiatassecarahokum dinyatakantidak

layakuntukmendapatkan hartawarissekalipuniamemilikihakuntuk

mewariskan,halinidiaturgunamelindungikepentingansipewarisdari

prilaku jahatahliwaris yang ingin menguasaihartanya,harta waris

merupakanhartayangdimilikisipewarisyangnantinyaakandiberikan

kepadaahliwarisyangberhakuntukmenerimanya,sebelum hartawaris

dibagimakaterhadaphartayangdimilikiolehsipewaristerlebihdahulu

akan dilakukan pemisahan karena mungkin saja harta waristersebut

merupakan harta bagian dariahliwarisnya,dalam ketentuan hukum

perdatamakamewarisidapatberdasarkankepadahaknyasendirimaupun

karena adanya penggantian tempat atau ab intestato,Pasal852

KUHPerdatamenyatakanapabilasuamiatauisteriyanghidupterlama

mewarisimakaiamenjadiahliwarisbersamadengananakatauketurunan

dariperkawinannyadansetiapahliwarismempunyaihakmutlakyang

disebutlegitimeportieyangdiaturdalam babXIIIbagianIIpadaPasal913

KUHPerdatayaitu:

1. Bagianmutlakadalahbagiandarisuatuwarisanyangtidak

dapatdikurangidengansuatupemberiansemasahidupatau

pemberiandengantestamen;

2. Selanjutnya bagian mutlak iniharus diberikan kepada para
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warisdalam garislurus.

Berdasarkanuraiandiatasmakadapatdiketahuibahwahartawaris

yangdijadikanobjeksengketaadalahhartabersamayangdimilikioleh

penggugatdenganAlm.RutSiami,dalam perkawinanpenggugatdengan

Alm.RutSiamitidakpernahdibuatkansuatuperjanjiankawinsehingga

terjadinya pembauran harta yang mereka milikiselama perkawinan

berlangsungtanpaharusmelihatdarimanahartatersebutmerekaperoleh.

PerkawinanantarapenggugatdenganAlm.RutSiamiadalahperkawinan

yangdiselenggarakansecaraAgamaKristensehinggaterhadappersoalan

kewarisaninimerekatundukkepadaaturanhukum perdataatauBW,

berdasarkan putusan Pengadilan NegeriPekanbaru diputuskan bahwa

hartawaristersebutharusdibagisamaratadimanakedudukanpenggugat

sebagaisuamidanbapakdariperkawinanyangsahdipersamakandengan

anak-anaknyadantidakdilakukanterlebihdahulupemisahanantaraharta

warisdenganhartabersamayangmenjadihakdaripenggugat.

KeputusanPengadilanNegeriPekanbarubertentanganatautidak

sesuaidenganaturanhukum yangberlakukarenaterhadaphartabersama

yangdimilikiselamaperkawinansahsebelum ditetapkansebagaiharta

warismakaterlebihdahuluharusdibagiduaantarapenggugatsebagai

suamidenganAlm.RutSiamisebagaiisterinyasetelahadanyapembagian

hartamakabagiandariAlm.RutSiamiyangdapatdinyatakansebagai

warisanyangakandiwariskanolehsuamidananak-anaknyaberdasarkan

ketentuanhukum warisyangdiaturdalam BW.
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B. PertimbanganHukum MajelisHakim PengadilanNegeriPekanbaru

Dalam MemutuskanPerkaraNomor:132/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Dalam penyelesaiansuatuperkarayangsudahsampaikepadatahap

peradilanbaiksecaraperdatamaupunpidanamakakeputusanMajelis

Hakim yangberwenanguntukmengadilidanmemeriksaperkaratersebut

merupakanhasilakhiryangmenentukanlangkahseseorangdalam hukum,

MuktiArtomendefenisikanbahwaputusanadalah“pernyataanhakim

yangdituangkandalam satubentuktertulisdandiucapkanolehhakim

tersebutdalam suatupersi-danganyangterbukauntukumum sebagai

hasil dari pemeriksaan perkara”. Pengambilan keputusan sangat

diperlukan oleh hakim atas sengketa atau perkara yang sedang

ditanganinya,hakim harusmampuuntukmengolahdanmemprosesdata-

datayangdiperolehselamaprosespersidanganberlangsungbaikyang

diperoleh darialat-alatbuktiyang diajukan kepersidangan maupun

persangkaandanpengakuanyangmemilikirelevansidenganperkarayang

sedangdisidangkan.

Putusan adalah produk daripemeriksaan suatu perkara yang

dilakukanolehhakim dimanasetelahpemeriksaanperkaraselesaimaka

hakim yangdikarenakanolehjabatannyaharusmelakukanmusyawarah

guna mengambil suatu keputusan yang akan dijatuhkan dalam

persidangan,pemeriksaan suatu perkara dinilaiselesaiapabila telah

melaluitahapjawabandaritergugat,replikdaripenggugat,duplikdari

tergugat,pembuktiansertapenarikankesimpulanyangdilakukanoleh
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parapihakyangsedangbersengketa.

Dalam praktek peradilan perdata dikenalsumberhukum berupa

burgerlijkwetboek(BW)yangterdiridari1993Pasal,KitabUndang-Undang

Hukum PerdataatauBW berdasarkanPasal1AturanPeralihanUUD1945

(amandemen)masihberlakuhinggasaatini,KUHPerdataberlakuuntuk

sebagianwarganegaraIndonesiayaitu“merekayangtermasukgolongan

Eropa,mereka yang termasukgolongan Tiong Hoa dengan beberapa

kekecualiandantambahansepertitermuatdalam LembaranNegaratahun

1917–129(lampiranII)danmerekayangtermasukgolonganTimurAsing

selaindaripadaTiongHoadengankekecualiandanpenjelasanseperti

termuatdalam Lembaran Negara tahun 1924 – 556 (lampiran I)”,

Subekti,(1996:10),sementaraituuntukgolonganbangsaIndonesiaasli

berlakuhukum adatyangsejakdahulutelahberlakudikalanganrakyat

yangsebagianbesarmasihbelum tertulistetapihidupdalam tindakan-

tindakanrakyatmengenaisegalasoaldalam kehidupanmasyarakat.

Undang-UndangNo.48Tahun2009TentangKekuasaanKehakiman

dalam Pasal50bahwa“dalam putusanpengadilanselainharusmemuat

alasandandasarputusanjugaharusmemuattentangpasal-pasaltertentu

dariperaturanperundang-undanganyangterkaitdenganperkaratersebut

atausumberhukum tertulislainnyayangdijadikansebagaidasarhukum

untuk mengadili”, putusan hakim yang tidak cukup memberikan

pertimbangan hukumnya dapatdibatalkan pada tingkatbanding atau

kasasidanbegitujugaterhadapputusanhakim yangtidakmengandung
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kontradiksimakaputusanyangdemikiantidakmemenuhisyaratsebagai

putusanyangjelasdanperincisehinggamemilikialasanuntukdibatalkan.

Putusan harus secara totalatau menyeluruh memeriksa dan

mengadilisetiapsegigugatanyangdiajukansehinggatidakbolehhanya

memeriksadanmemutussebagiandanmengabaikangugatanselebihnya

(Pasal178 ayat(2)HIR/Pasal189 ayat(2)RBG dan Pasal50 RV),

sehinggacaramengadiliyangdemikianbertenta-ngandenganasasyang

digariskan oleh undang-undang, selain itu putusan tidak boleh

mengabulkanmelebihituntutanyangdikemukakandalam gugatan(ultra

petitum partium).Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum

gugatanyangdianggapmelampauibataswewenangatauultarviresyakni

bertindak melampauiwewenangnya maka putusan mengandung ultra

petitum harusdinyatakancacat(invalid)meskipunhalitudilakukanhakim

denganitikadbaikmaupunsesuaidengankepentinganumum.

Untukmenyingkatputusaninimakasegalasesuatuyangtermuat

dalam berita acara persidangan dianggap telah termuatdan menjadi

bagianyangtakterpisahkandariputusan,maksuddantujuangugatan

penggugatpadapokoknyamengenaimasalahpembagianwarisantara

penggugatdenganparatergugatterhadapobjeksengketasebagaimana

yangtelahdiuraikan”.Objeksengketaatautanah-tanahtersebutadalah

hartagonoginidariperkawinanpeng-gugatdenganalm.RutSiamiyang

belum dibagikepadaparaahliwarisdanbelum dibuatkanaktawaris,

sewaktupenggugathendakmelakukanpengurusanuntukmembuatakta
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waris,para tergugat berusaha untuk menghalanghalanginya tanpa

memberikanalasanyangjelastentangkeberatanmereka.

Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding)

sesungguhnyabukansemata-matamenyangkutpembagianwarisantetapi

jugaberartipemisahanhartaboedelyaituhartakekayaanbersamayang

belum terbagiberupahartabersamaperkawinandanhartawarisan,dalam

halpewarisanapabilasemuaahliwarisdapatbertindakbebasdengan

hartabendamerekadanparawarisitusemuaberadaditempatmaka

pembagianhartawarisanitudilakukandengancarasedemikianrupaoleh

parawarissendiri(KUHPerdataPasal1069)sehinggahaliniberartibahwa

bagaimanacarapembagianitudiserahkankepadakebijaksanaanparaahli

warissendirikarenadalam perundang-undangantidakmenentukancara-

carapembagianyangharusditempuhtetapijikaadadiantaraparaahli

warisyangmenolakataumelalaikannyamakaataspermintaanparapihak

yang berkepen-tingan maka Pengadilan Negeridapatmemerintahkan

weeskamerataubalaihartapeninggalanuntukbertindakmewakilipara

ahliwarisyangmenolakataumelalaikanuntukmelaksanakanpembagian

warisan(KUHPerdataPasal1071).

Persoalanyangseringterjadidalam pelaksanaanpembagianwarisan

adalahsalahsatupihakdengancaramelakukanperbuatanyangmelawan

hukum melakukanpenguasaansepihakterhadap hartawarisanyang

seharusnya dibagi, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat

menguasaihartawarisannyasecarapribadi,dalam prosespenyelesaian
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sengketapembagianhartawarisanmakalangkahyangharusdilakukan

adalah ahli waris yang merasa kepentingannya dirugikan dapat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negerisebagaimana yang telah

dijelaskandalam KUHPerdataPasal834yangmenyatakan“tiap-tiapwaris

berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya,

terhadapsegalamereka,yangbaikatasdasarhakyangsama,baiktanpa

dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta

peninggalan,sepertipunterhadapmerekayangliciktelahmenghentikan

penguasaannya…”.

KewenanganPengadilanNegeridalam hukum acaraperdatadikenal

duamacam kewenanganyakni:

1. Wewenangmutlakatauabsolutecompetentie;

2. Wewenangrelativeataurelativecompetentie.

Penggugatbermaksuduntukmembagihartawarisantersebutselagi

penggu-gatmasihhidupdanbagianhakpenggugatsebagianakandijual

untuk biaya hidup,penggugat telah mengajukan tuntutannya yaitu

sebagaimanatermuatdalam petitum gugatandanberdasarkanPasal163

HIR/283 RBg penggugat berkewa-jiban untuk membuktikan dalil

gugatannya maka pada haripersidangan yang telah ditentukan,

penggugathadirdengankuasahukumnyasedangkanparatergugatatau

anak-anakpenggugattidakhadirpadahaltelahdipanggildenganpatut

kecualitergugatIIIyanghadirsendiri.

Untuk mempertimbangkan apakah posita atau fakta hukum



74

(rechtsfeiten)sebagaihal-halyang relevan untuk membenarkan atau

mendukungtuntutan(petitum)sehinggagugatanditerimadanselanjutnya

apakah telah cukup diajukan gambaran mengenai fakta hukum

(rechtsfeiten)yang menyokong atau membenarkan petitum sehingga

gugatan dapatdikabulkan maka setelah Majelis mempelajaridengan

seksamasuratgugatanmakatelahternyatabahwapositayangdiajukan

pada pokoknya relevan dan membenarkan atau mendukung tuntutan

sehinggadalam konteksinigugatantersebutdapatditerima,selanjutnya

akan dipertimbangkan sejauhmana tuntutan (petitum) yang dapat

dikabulkansertayangditolakkarenatidakdidukunggamba-ranmengenai

faktahukum (rechtsfeiten)secukupnyamakaterhadapbukti-buktidari

penggugattersebutMajelisHakim hanyaakanmempertimbangkanbukti-

bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya

dikesampingkan”,untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat

tersebutselanjutnyaMajelisakanmempertimbangkanpetitum -petitum

gugatanpenggugatdanuntukpetitum pointke1tergantungdikabulkan

tidaknyapetitum selanjutnya,mengenaituntutanbutirkeduamakaMajelis

Hakim akanmempertimbangkansebagaiberikut:

Majelishakim telahmencermatibuktisuratyangpenggugatajukan

yakni:

1. BuktiP-1FotocopyAktaPerkawinanNo.19/1972tanggal9

Februari1972;

2. BuktiP-2berupaFotocopyKartuKeluargaNo.14.71.09.1003.
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03601.05penggugatyangdikeluarkanolehCamatMarpoyan

Damai;

3. Bukti P-3 Foto copy Surat Keterangan Kematian No.

LPM/SDT/III/2008/14RutSiamiyangdikeluarkanolehLurah

SidomulyoTimur;

4. BuktiP-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian No.

287/2011atasnamaRutSiamiyangdikeluarkanolehDinas

Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Pekanbaru pada

tanggal2Maret2011;

5. Keterangansaksi-saksiyaitusaksiSiliPamuji,saksiSuprianto,

saksiM.KadisdansaksiSyahrilPurbayangpadapokoknya

menerangkanbahwabenarpenggugatdenganalm.RutSiami

adalahsuamiisteridenganempatoranganak(paratergugat)

danselamaperkawinantersebutadahartagonoginiberupa

tanahyangsemenjakkematianRutSiamihartatersebutbelum

dibagikepadaparaahliwarisnya.

Berdasarkan surat-suratbuktidan keterangan saksi-saksimaka

ternyatapenggugatadalahsuamiyangsahdarialm.RutSiamidandari

hasilperkawinantersebutmerekatelahdikaruniaiempatoranganakyakni

paratergugat,berdasarkanuraiantersebutmakapetitum penggugatpada

pointkedualayakuntukdikabulkan,olehkarenatelahnyataterbukti

bahwahubunganantarapenggugatdenganparatergugatadalahantara

seorangbapakdengananak-anakkandungnya,sementaraalm.RutSiami
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adalahisteridaripenggugatatauibudariparatergugatyangsemasa

perkawinannyadenganpenggugatadamempunyaibeberapabidangtanah

(objeksengketa)yangsampaisekarangbelum dibagikepadaparaahli

warisnya,dimanadalam perkarainipenggugatdalam tuntu-tannyamohon

kepadaPengadilanNegeriPekanbaruatauMajelisHakim untukmembagi

hartawarisansecarapatutkepadaparaahliwarisalm.RutSiami.

Berdasarkan buktisurat P-5 s/d P11 adalah mengenaibukti

kepemilikandanasalusultanahyangjadiobjekwarisandalam perkaraini

maka berdsarkan hal-haltersebut terbuktipara ahliwaris belum

melakukanpembagianwarisanalm.RutSiamitersebut,dalam pasal874

KUHPdtdinyatakanbahwa“segalahartakekayaanorangyangmeninggal

duniaadalahkepunyaansekalianahliwarisnyamenurutundang-undang,

sekedarterhadapitudengansuratwasiattidakdiambilsuatuketetapan

yangsah”,sedangkanmenurutpasal834BW menyatakan“setiapahli

warisberhakmenuntutdanmemperjuangkanhaknya”,danpasal1066

ayat2 BW yang pada pokoknya berbunyi“setiap ahliwaris dapat

menuntut pembagian harta warisan sekalipun ada larangan untuk

melakukanitu”.

Dalam hukum perdatadiIndonesiamengaturadaempatgolongan

yangberhakmenerimawarisanyaitu:

1. SuamiatauIsteriyanghidupterlamadananakketurunannya

(Pasal852KUHPdt).

2. Golonganiniadalahorangtuadansaudarakandungpewaris;
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3. Golonganiniadalahkeluargadalam garisluruskeatassesudah

bapakdanibupewaris;

4. Padagolonganiniyangberhakmenerimawarisadalahkeluarga

sedarahdalam garisatasyangmasihhidupsampaiderajat

keenam.

Berdasarkanhaltersebutdiatasmakadalam perkaraaquoadalah

masukdalam kategorikesatuyakniyangmenerimawarisanadalahsuami

dankeempatanaknyadalam haliniadalahpenggugatdanparatergugat,

berdasarkan ketentuan pasal 852 KUHPdt menyatakan anak-anak

walaupundilahirkandariperkawinanyangberlainan,baiklaki-lakimaupun

perempuanmendapatkanbagianyangsama,mewariskepalademikepala.

Demikianjugaketentuandalam pasal852aKUHPdt“mengenaiwarisan

seorangsuamiatauisteriyangmeninggalterlebihdahulu,siisteriatau

suamiyanghidupterlamayangdipersamakandenganseoranganakyang

sahdarisimeninggal”,maksuddariketentuanpasaldiatasadalahbaik

suamiatauisterisebagaipewarismakabagiannyadisamakandengan

seoranganak.

Dalam perkaraaquopewarisdarialm.RutSiamiadalahsuaminya

yaitupenggugatdanempatoranganaknyayaituparatergugat,sesuai

dengan uraian ketentuan perundangan-undangan yang pada pokoknya

mengaturbahwabagianyangakandiperoleholehseorangpewarisadalah

samadenganpewarislainyangjugaberhakatashartawarisantersebut,

dengankatalainolehkarenapewarisdarialmarhumahRutSiamiadalah
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limaorangyaitusuaminya(penggugat)dengankeempatanaknya(para

tergugat)makadengandemikinhartawarisanharusdibagiuntuklima

orangpewarissamaratabagianmasing-masingpewaris,kecualiatas

kesepakatan bersama ditentukan lain maka dengan demikian petitum

pointketiga dan pointkeempatlayak untuk dikabulkan,oleh karena

petitum pokoktelahdikabulkansedangkanpetitum pointkeempatdan

pointkelima yang berkaitan eratdengan petitum-petitum sebelumnya

maka oleh MajelisHakim terhadap petitum pointkeempatdan point

kelimajugalayakuntukdikabulkan,demikianjugahalnyaterhadappetitum

pointkesatujugaharuslahdikabulkan,olehkarenagugatanpenggugat

dikabulkandenganseluruhnyadanparatergugatadadipihakyangkalah

maka para tergugatdibebaniuntuk membayarbiaya perkara secara

tanggungrenteng.

Berdasarkan uraian diatas maka dapatdiketahuibahwa Majelis

Hakim PengadilanNegeriPekanbaruyangberwenanguntukmemeriksa

dan mengadiliperkara tersebuttelah memberikan putusannya bahwa

gugatan penggugatditerima,menyatakan bahwa penggugatdan para

tergugatadalahahliwarisdariAlm.RutSiami,menetapkanhartawaris

sebagaihartagonoginiantarapenggugatdenganAlm.RutSiamiserta

menetapkanhartawaristersebutdibagisesuaidenganbagianmasing-

masing,berdasarkanamarputusantersebutdapatdilihatbahwaMajelis

Hakim Pengadilan NegeriPekanbaru dalam pertimbangan hukum nya

tidakmenetapkanterlebihdahulubagianyangmenjadihartawariskarena
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sesuaidenganketentuanyangberlakuhartatersebutmasihmerupakan

hartabersamaantarapenggugatdenganAlm.RutSiami.

Kedudukanobjeksengketasebagaihartabersamatentunyaperlu

mendapatkanpenetapandaripengadilansehinggadapatdiketahuimana

bagianhartayangmerupakanhartawarisAlm.RutSiamidanmanabagian

lainnyayangmenjadihakpenggugatsebagaisuamiyangberhakatas

setengahbagiandarihartabersamatersebut,sehinggakeputusanMajelis

Hakim Pengadilan NegeriPekanbaru tersebutyang tidak melakukan

pembagianterhadaphartabersamadapatdinilaibelum memberikanrasa

keadilan terhadap penggugatdan bertentangan dengan aturan hukum

perdatayangmenyatakansecarategasbahwaterhadaphartabersama

yangtidakdimuatkandalam perjanjiankawinjikaputusnyaperkawinan

baikkarena perceraian maupun kematian harusdilakukan pembagian

secaraadil.

Hakim dalam membuatkeputusanpadatingkatPengadilanNegeri

sebelum memutuskanmengenaihartawarisanharusmenekankanpada

pembagianhartabersamayangtimbullangsungsetelahkematian,halini

dikarenakanPasal126BW yangmenyatakanbahwahartabersamabubar

demihukum karena:

1. Kematian;

2. Karenaperkawinanatasizinhakim setelahsuamiatauistritidakada

(KUHPerdataPasl493);

3. Karenaperceraian(KUHPerdataPasal207);
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4. Karenapisahmejadanranjang(KUHPerdataPasal233);

5. Karenapemisahanharta(KUHPerdataPasal186).

Pengaturanmengenaibagianwarisanistriatausuamiyangtunduk

padaketentuanhukum perdatadiaturdalam Pasal852aKUHPerdatayaitu

dalam halnyamengenaiwarisanseorangsuamiatauistriyangmeninggal

lebihdahulu,siistriatausuamiyanghidupterlama,dalam melakukan

ketentuan-ketentuandalam babinidipersamakandenganseoranganak

yangsahdarisimeninggal,denganpengertianbahwajikaperkawinanitu

adalahuntukkeduakalinyaatauselanjutnyadandariperkawinanyang

duluadaanak-anakatauketurunananak-anakitumakasiistriatausuami

yangbarutakakanmendapatbagianwarisanyanglebihbesardaripada

bagianterkecilyangakanditerimaolehsalahseoranganaktadiatau

dalam halbilamanaanakitutelahmeninggalolehsekalianketurunan

penggantinyasedangkandalam halbagaimanapunjugatidakbolehlah

bagianistriatausuamiitulebihdariseperempathartapeninggalansi

meninggal.

Pengadilan Negeriadalah badan peradilan tingkatpertama atau

merupakan badan peradilan yang secara langsung mengadiliperkara-

perkarapidanadan perdatauntuksemuaorang kecualimerekayang

berstatus sebagai anggota militer, sedangkan pengadilan tinggi

merupakanbadan peradilanyang membawahipengadilan negeriyang

memilikikedudukandankewenanganyangsamayaitubadanperadilan

tingkatbanding,Elise Suliastini(1997:4).Pengadilan tinggimemiliki
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kewenanganuntukmemeriksakembaliataumemeriksaulangperkara-

perkarayangdimohonkanbandingsetelahdiputuskanolehpengadilan

negeri,adapuncarapemeriksaanyangdilakukanpadapengadilantinggi

berbedadengan yang dilakukan padapengadilan negeridimanapada

tingkatpertamasetiapperkaraakandiperiksasecaralangsungdengan

menghadirkanparapihakatauorangyangdiadilidalam perkaratersebut

sedangkan pada tingkatbanding pengadilan tinggihanya memeriksa

berkasperkaranyasajatetapidalam perkaratertentuadakalahnyapara

pihakdimintaiketerangannya.

Dalam perkaraperkaraperdataNo.132/Pdt.G/2017/PN.Pbrpihak

tergugatIIImerasakeberatanatasputusanpengadilannegeriPekanbaru

maka selanjutnya tergugat III melakukan upaya banding kepada

pengadilan tinggi Pekanbaru, berdasarkan putusan banding

No.42/Pdt/2018/PT.Pbr dapat diketahuibahwa tergugat IIImenjadi

pembanding atau pihakyang memohonkan banding terhadap perkara

perdataNo.132/Pdt.G/2017/PN.Pbrsedangkanpihaklawanyaitupihak

terbanding adalah penggugat dalam perkara perdata No.

132/Pdt.G/2017/PN.PbrsertatergugatI,IIdanIVsebagaiturutterbanding.

PengadilanTinggiPekanbarupadatingkatbandingtelahmemeriksa

dan mengadili perkara tersebut, dalam pertimbangan hukumnya

menyatakanbahwapermohonanbandingyangdilakukanolehtergugatIII

ataupembandingtelahdiajukandalam tenggangwaktudanmenuruttata

carayangtelahditentukandalam peraturanperundang-undanganmaka
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pengajuanbandingtersebutsecaraformaldinyatakandapatditerimadan

setelahmempelajarinyasecaraseksamamakaMajelisHakim Pengadilan

Tinggi Pekanbaru pada tingkat banding dapat menyetujui dan

membenarkan putusan pengadilan negeriPekanbaru sebagaibadan

peradilantingkatpertamakarenadalam pertimbanganhukum yangdiberi

kannyatelahmemuatdanmenguraikandengantepatdanbenarsemua

keadaandanalasanyangmenjadidasarputusantersebut,olehkarena

makapengadilantinggiPekanbarudalam amarputusannyamenyatakan

bahwapengadilantinggiPekanbarumenerimapermohonanbandingyang

diajukan pembanding dan menguatkan putusan pengadilan negeri

PekanbaruNo.132/Pdt.G/2017/PN.Pbrsertamenghukum pembanding

untukmembayarbiayaperkarayangdibebankan.

Mahkamah agung adalah badan peradilan negara tertinggidari

semualing-kunganperadilanyangadadiIndonesia,dalam pelaksanaan

tugasnya terlepas daripengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh

lainnyadengankekuasaandiantara-nyayaitubertugasdanberwenang

untukmemeriksadanmemutuskanpermoho-nankasasiyangdiajukan,

memeriksadanmemutuskansengketatentangkewenanganmengadili

serta memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali

putusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuataanhukum tetap.

KeputusanMahkamahAgungadalahsuatukeputusanyangtelah

mem-punyai kekuatan yang pasti namun ada kalanya keputusan

MahkamahAgungyangtelahadatidakmengikatterhadapkeputusan
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lainnyayangakandijatuhkandalam keputusantingkatpertamamaupun

keputusanpadatingkatbanding,walau-pundemikianmakakeputusan

Mahkamah Agung memilikiperanan yang sangatpenting terhadap

keputusan-keputusanbadanperadilanyangberadadibawahnyakarena

melaluiputusanMahkamahAgungmakakeputusan-keputusanyangtelah

adasebelumnyamemilikikekuatanhukum yanglebihkuatatautetap.

Berdasarkan perkara perdata No.132/Pdt.G/2017/PN.Pbrmaka

diketahuibahwatergugatIIItelahmelakukanupayabandingterhadap

putusan pengadilan negeriPekanbaru,dimana pada tingkatbanding

pengadilan tinggi Pekanbaru berdasarkan putusan No.

42/Pdt/2018/PT.Pbrtelah memutuskan bahwa permoho-nan banding

yangdiajukantergugatIIIataupembandingditerimadanmenguat-kan

putusan pengadilan negeri Pekanbaru No. 132/Pdt.G/2017/PN.Pbr,

berdasar-kanamarputusantersebutmakatergugatIIIataupembanding

lebihlanjutmela-kukanupayahukum denganmengajukankasasikepada

MahkamahAgungterhadapputusanpengadilantinggiPekanbarutersebut,

dalam putusan kasasiNo.622 K/Pdt/2019 dapatdiketahuibahwa

tergugatIIIataupemohonkasasitelahmengajukanpermohonankasasi

tanggal21Juni2018,diikutidenganmemorikasasiyangmemuatalasan-

alasanpermohonankasasitersebut.

Termohon kasasi atau penggugat dalam perkara No.

132/Pdt.G/2017/PN.Pbrtelah mengajukan kontra memorikasasiyang

padapokoknyamenolakpermoho-nan kasasiyang diajukan pemohon
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kasasi,setelah menelitidengan seksama memorikasasidan kontra

memorikasasiyangdiajukanolehparapihakmakaMahkamahAgung

menilaibahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan

TinggiPekanbaru dalam penerapan hukumnya tidak salah,dimana

pengadilantinggiPekanbarutelahmenguatkanputusanpengadilannegeri

Pekan-barudenganmengabulkangugatanyangdiajukanpenggugatdalam

perkaraperdataNo.132/Pdt.G/2017/PN.Pbrdapatdibenarkandengan

alasan bahwa ber-dasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan maka pengadilan negeriPekanbaru telah memberikan

pertimbangan hukum yang cukup,terhadap gugatan yang diajukan

penggugatdalam perkaraNo.132/Pdt.G/2017/PN.Pbrdiketahuibahwa

para tergugat termasuk tergugat III atau pemohon kasasi tidak

mengajukankeberatanataubantahanterhadapgugatantersebutsehingga

majelishakim pengadilannegeriPekanbarumemutuskanbahwaobjek

sengketa adalah harta gono giniatas nama Alm.RutSiamidengan

penggugatmakaharusdibagiantarapenggugatdenganparaahliwarisnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatasmaka putusan

pengadilantinggiPekanbarudalam perkarainitidakbertentangandengan

hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka

MahkamahAgungmenyata-kanmenolakpermohonankasasitersebutdan

oleh karena pemohon kasasiadalah pihak yang dikalahkan maka

kepadanya dibebankan untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat

kasasi.
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Berdasarkan uraian tersebutdiatasmakadapatdiketahuibahwa

terhadapperkaraperdataNo.132/Pdt.G/2017/PN.Pbrpengadilannegeri

Pekanbaru telah memutuskan menerima gugatan penggugat dan

menyatakanbahwaobjeksengketaadalahhartagonoginiyangharus

dibagisertamenetapkanbagianmasing-masingahliwarissesuaidengan

ketentuanperundang-undanganyangberlaku,atasputusanpengadilan

negeriPekanbarutersebutmakatergugatIIImengajukanbandingatau

keberatanterhadapputusantersebutkepadapengadilantinggiPekanbaru,

berdasarkanputusanbandingNo.42/Pdt/2018/PT.Pbrmakapeng-adilan

tinggiPekanbaru memutuskan menerima permohonan banding yang

diajukan tergugat III atau pembanding dan menguatkan putusan

pengadilannegeriPekanbaru,terhadapputusantersebuttergugatIIIatau

pembandinglebihlanjutmengajukanpermohonankasasipadaMahkamah

AgungdanberdasarkanputusankasasiNo.622K/Pdt/2019diketahui

bahwapermohonankasasiyangdiajukanolehtergugatIIIditolakdengan

pertimbanganhukum bahwaapayangtelahdiputuskanolehpengadilan

tinggiPekanbarutelahsesuaidenganaturanhukum yangberlakudan

tergugatIIIataupemohonkasasipadapengadilantingkatpertamaatau

pengadilan negeri Pekanbaru tidak mengajukan jawaban maupun

bantahanterhadapgugatanyangdiajukanpenggugatsehinggahalini

dapatdisimpulkanbahwapadatingkatpertamatergugatIIIsecaratidak

langsung telah menerima semua fakta-fakta hukum yang ada dalam

persidangantersebut.
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BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisissengketawarisantaraseorangayahdenganempatorang

anak dalam perkara perdata No.132/Pdt.G/2017/PN.Pbradalah

penggugatsebagaisuamidariAlm RutSiamisedangkan pihak

tergugatadalahanak-anakdariperkawinanpenggugatdenganAlm

RutSiami,setelahAlm RutSiamimeninggalduniamakahartayang

dimilikiolehpenggugatdenganAlm RutSiamimenjadihartawaris

yang berhakdimilikioleh anak-anaknya,penggugatdalam pokok

perkaramendalilkanbahwaterhadaphartabersamatersebutsetelah

Alm Rut Siami meninggal harus dibagi dua karena dengan

meninggalnyaAlm RutSiamisecarahukum perkawinanpenggugat

telahberakhirkarenakematiansehinggapenggugatberhakuntuk

mendapatsetengahbagiandarihartabersamayangdimilikinamun

paratergugatkeberatanuntukmelakukanpembagianhartatersebut

dantidakmengakuipenggugatsebagaiayahkandungnya.

2. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pekanbaru dalam memutuskan perkara Nomor :

132/Pdt.G/2017/PN.Pbradalahdalam amarputusannyaPengadilan

NegeriPekanbarumemutuskanbahwahartayangdijadi-kanobjek
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sengketa merupakan harta bersama yang harus penggugatbagi

secararatakepadaparatergugatsebagaiahliwarisAlm.RutSiami

karenasesuaidenganketentuanpasal852KUHPdtbahwaanak-anak

walaupundilahirkandariperkawinanyangberlainan,baiklaki-laki

maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama,mewaris

kepalademikepala,lebih lanjutpasal852 aKUHPdt“mengenai

warisanseorangsuamiatauisteriyangmeninggalterlebihdahulu,si

isteriatausuamiyanghidupterlamadipersamakandenganseorang

anakyangsahdarisimeninggalsehingga bagiannyadisamakan

denganseoranganak.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru,penulis

sarankanuntuklebihtelitidalam melihatsuatupermasalahanyang

dijadikanpokokgugatanagarputusanyangdiberikansesuaidengan

ketentuanhukum yangberlakusehinggadapatmenghindariadanya

kesalahandalam memberikansuatukeputusanterhadapperkara-

perkara perdata yang ditanganinya,dan putusan yang diberikan

memberikanrasakeadilanbagisemuapihaksehinggatidakada

langkahhokum selanjutnyadalam penyelesaianperkaratersebut;

2. KepadamasyarakatkhususnyaKotaPekanbaru,penulissarankan

untuklebihmemahamitentangsengketahartawarisyangdapat

menimbulkanperselisihandalam keluarga,danlebihmengutamakan

musyawarahdalam penyelesaiannyakarenakeluargaadalahorang-
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orangterpentingyangsalingdibutuhkandalam kehidupanini.
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